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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت      ta t Te 
ث      sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
 ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ي ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
 
 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
xv 
 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
 sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama   :  Suharna 
Nim   :  80100216011 
Judul   :  Tinjauan Hukum Islam (MaṢlaḥah Mursalah)Terhadap Istri PNS Pencari 
 Nafkah Utama di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam 
(maṢlaḥah mursalah) terhadap istri PNS pencari nafkah utama di Kecamatan 
Enrekang Kabupaten Enrekang? Pokok masalah tersebut dibagi dalam tiga sub 
masalah yakni: 1) Bagaimana peran istri dalam keluarga di Kecamatan Enrekang?, 2) 
Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi istri dalam mencari nafkah keluarga dan 
bagaimana dampaknya?, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang istri mencari 
nafkah?. 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan sosiologis, normatif dan pendekatan filosofis. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Reduksi 
Data, Penyajian dan Pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitan ini menujukkan bahwa: 1)Peran istri yang ada di Kecamatan 
Enrekang adalah sebagai ibu rumah tangga, dengan profesinya sebagai PNS sang istri 
sebagai pencari nafkah dalam keluarga dia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.  
2) Faktor yang menyebabkan sang istri mencari nafkah pertama karena faktor 
ekonomi, yang dimana suami betul-betul tidak bekerja sehingga istrilah yang 
kemudian menjadi tulang punggung dalam keluarganya, ada juga yang karena 
suaminya telah meninggal dunia jadi istri yang menjadi satu-satunya yang mencari 
nafkah, kedua karena tanggung jawab, mencari nafkah juga merupakan tanggung 
jawab istri, bukan cuma tanggung jawab suami karena suami dan istri sama-sama 
memiliki tanggung jawab untuk keluarga. 3) Hukum Islam tidak melarang jika jalan 
yang ditempuh sang istri dalam hal mencari nafkah itu tidak keluar dari syariat Islam. 
Hukum Islam malah membolehkan jika sang istri dapat mencari nafkah untuk 
keluarganya namun harus dengan izin suami, apalagi jika suami sudah tidak sanggup 
lagi mencari nafkah maka istrilah yang bertanggung jawab. 
Implikasi penelitian ini adalah 1)Dalam kehidupan berkeluarga, istri sangat 
menginginkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangganya baik itu dalam keadaan 
suka maupun duka, 2)Dengan adanya penelitian ini, sangat diharapkan agar 
mempunyai dampak positif bagi kehidupan keluarga sehingga bisa menjadi lebih baik 
khususnya dalam hal pemenuhan nafkah keluarga agar senantiasa terbinanya keluarga 
yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah, 3)Terkait dengan hukum Islam memandang 
kehidupan keluarga, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan dalam keluarga itu sangat 
dibutuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah 
tangga. 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan 
antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan 
hak dan kewajiban antara keduanya. Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh 
syara’ sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Nisā/4:3 
“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bila mana menikahi-nya), maka nikahilah perempuan (lain) 
yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan 
mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya 
perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 
berbuat zalim.1 
 
Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan 
yang telah diciptakan oleh Allah swt. dan untuk menghalalkan hubungan ini maka 
disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur 
dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan 
                                                          
1Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Jakarta: Halim, 2013), h. 77. 
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baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan di antara keduanya bahkan 
bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut. 
Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, 
pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga 
pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad 
yang sangat kuat (mis\qan gali>d}an) untuk menaati perintah Allah swt. dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.2  
Pernikahan disebut juga perkawinan yang berasal dari kata kawin yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.3 Hal ini sejalan 
dengan al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-
jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-
Nya dalam QS al-Zāriyāt/51:49. 
Terjemahnya: 
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 
mengingat(kebesaran Allah)”4 
  
                                                          
2Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7. 
3 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III: Jakarta; Balai Pustaka, 1994), h. 456. 
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 522. 
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Hikmah dari pernikahan itu adalah menyalurkan seks, dalam mendapatkan 
keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja 
keras, menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yakni keluarga dari pihak suami 
maupun dari pihak istri. Selain itu hikmah lain yang tidak kalah penting adalah 
masalah pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.5 
Disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, 
mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. 
Demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya 
kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah 
untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu.6 
 Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi rukun dan syaratnya 
menurut hukum Islam dan hukum nasional, maka akan menimbulkan akibat hukum 
yang mengandung aspek keperdataan yakni akan menimbulkan hak dan 
kewajibannya selaku suami istri dalam rumah tangga jika suami istri memahami dan 
menjalankan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, antara hak dan 
kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istrinya. Maka dengan 
demikian rumah tangga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni sakinah, 
mawaddah, warahmah.7 
                                                          
5Abdurrahman Ghozali,  Fiqh Munakahat (Cet. IV: Jakarta; Kencana, 2010), h. 72. 
6Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 167. 
7Abdurahman Ghozali,  Fiqh Munakahat, h. 73. 
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 Kehidupan keluarga yang ideal menurut hukum Islam adalah keluarga sakinah 
sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, yakni lingkungan rumah tangga yang 
tenteram, harmonis dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan, dengan 
kriteria utama berdasarkan pernikahan sah menurut syariat Islam, terjalin keikhlasan 
dan rasa cinta serta kasih sayang yang selalu dipelihara antara suami istri, 
terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai dengan cara halal, masing-masing 
memenuhi hak dan kewajiban kepada pasangannya, memiliki keturunan yang shalih, 
adanya kesetiaan dan kasih sayang yang tulus antara ayah, ibu dan anak, terciptanya 
sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan 
serta kenyataan yang dihadapi.8  
Hal ini diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yakni: 
“Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”9 
 
Selain itu, Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: 
“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari 
susunan masyarakat.”10 
 
  Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah swt. dalam QS al-Rûm/30:21. 
                                                          
8M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1998), h.255. 
Lihat juga Muhammad al-Sabbaq, Keluarga Bahagia dalam Islam (Solo: Pustaka Marniq, 1994), h. 
152. 
9 Republik Indonesia Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Pasal 30. 
10 Republik Indonesia Inpres Presiden KHI Pasal 77 ayat (1). 
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Terjemahnya: 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.”11 
 
Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah mencari nafkah, sesuai 
dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Namun seiring dengan  
berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan 
ditengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan sudah 
berkarir/mencari nafkah baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang 
berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan 
modern tidak memberikan peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan12. 
Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku 
dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip 
ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah 
diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami 
berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan 
                                                          
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya, h. 407. 
12Huzaema T.  Yanggo. Figh Perempuan Kontenporer. (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010), h.62 
6 
 
 
 
untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh 
karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip 
penggabungan harta dalam rumah tangga.13 
Dalam hal ini kaitannya dengan kewajiban suami memberikan nafkah 
terhadap keluarganya, yang mana nafkah sendiri merupakan kewajiban suami 
terhadap istrinya dalam bentuk materi. Kewajiban memberi nafkah suami terhadap 
istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta terhadap 
suami istri. Begitu pula halnya hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam 
undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 (ayat) 1 yang 
menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini pula diantur 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 tentang kewajiban suami:14 
1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi 
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan 
oleh suami istri bersama. 
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
                                                          
13Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h. 166. 
14Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Grahamedia Press, 2014), h. 356. 
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3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, 
nusa dan bangsa. 
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri 
dan anak; 
c. Biaya pendidikan bagi anak. 
5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan 
b tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 
6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. 
Akan tetapi dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang 
mengabaikan kewajiban khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Oleh 
sebab itu jika dilihat realitas yang ada pada saat ini para istri yang ikut berperan serta 
dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan yang 
terdapat dalam undang-undang perkawinan yang ada pada saat ini, yang mana nafkah 
tersebut merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya. Hal inilah yang 
banyak terjadi pada masyarakat Kecamatan Enrekang, yang mana para istri yang 
berperan aktif dalam hal memberi nafkah dalam keluarga. 
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Seorang istri bukan berarti tidak mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. 
Namun seorang istripun memiliki kewajiban, tugas dan perannya sebagai istri 
maupun ibu. Adapun tugas istri secara umum ialah: mengandung, melahirkan, 
menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebuah  tugas yang cukup berat dan penting 
untuk memikul beban ini. Allah swt. membekali perempuan dengan perasaan lemah 
lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka merespon dengan 
cepat keinginan dan kebutuhan putra putrinya. Dengan demikian, dinilai adil jika 
kemudian suami kebagian untuk menjaga, mengayomi, serta membimbing istri dan 
anak-anaknya. Ini pula bagian dari hak istri dari suami, yakni merasa terlindungi. 
Namun tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang kita 
inginkan termasuk dalam hal memenuhi nafkah. 
Pada awal pernikahan suami mungkin mampu menafkahi keluarga dengan 
penghasilannya. Namun apa daya bila dikemudian hari sang suami tidak memiliki 
sumber penghasilan lagi dan perannya memberi nafkah digantikan oleh istri. 
Kemudian ada timbul suatu pertanyaan apakah seorang istri memiliki peranan dalam 
memenuhi kebutuhan rumah tangganya. 
Hukum membayar nafkah kepada istri, baik itu dalam bentuk materi maupun 
yang nonmateri adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena sang istri 
membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban itulah yang 
kemudian timbul dengan sendirinya atas dasar pernikahan dan juga pemberian nafkah 
itu  wajib tanpa melihat keadaan istri yang memang mampu dalam mencari nafkah. 
Namun berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Kecamatan Enrekang sebagai 
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lokasi penelitan, tidak relevan dengan undang-undang perkawinan dan juga 
Kompilasi Hukum Islam karena di Kecamatan Enrekang itu  banyak para istri yang 
sangat berperan dalam memenuhi nafkah keluarganya. 
Atas dasar motivasi dari persoalan tersebut, kemudian peneliti merasa tertarik 
untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah tesis. Hal ini mengingat banyak 
fenomena suami yang lalai dari kewajibannya memberi nafkah kepada istri. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan dan 
juga tidak menimbulkan kekeliruan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan 
beberapa defenisi sebagai kata kunci dalam penelitian ini sebagai berikut: 
Istri adalah wanita atau perempuan yang telah menikah. Jika dikaikan dengan 
rumah tangga, istri adalah motivator yang berkaitan langsung dengan perannya dalam 
perkawinan dan rumah tangga. 
Nafkah secara etimologi berarti berkurang, juga berarti hilang atau pergi. Bila 
seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi 
sedikit karena telah dilenyapkan atau digunakannya untuk kepentingan orang lain. 
Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang 
dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan 
10 
 
 
 
hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang 
wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.15 
Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam 
dengan sumber hukum utamanya adalah al-Qur’an dan sunnah. Sistem hukum ini 
biasa disebut dengan Islamic Law System atau The Moeslem Legal Tadition, yang 
dianut  oleh negara-negara Islam.16 
Namun saat ini terkadang istri juga dapat mencari nafkah untuk keluarganya. 
Terlebih ketika penghasilan sang suami tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, 
juga ketika sang istri  telah ditinggal mati oleh suaminya sehingga sang istrilah yang 
menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun yang dimaksud deskripsi fokus adalah mendeskripsikan penelitian 
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama 
Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. Oleh karena 
itu, sehingga penelitian ini akan terfokus pada tempat yang akan menjadi lokasi 
penelitian dan tidak keluar dari bahasan yang akan diteliti, maka pembahasan dalam 
penelitian ini adalah melihat kehidupan keluarga yang mana istrilah yang menjadi 
pencari nafkah utama dikarenakan penghasilan istrilah yang lebih  oleh suaminya atau 
bahkan memang istrilah menjadi tulang punggung dalam keluarganya yang berada di 
                                                          
15Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h. 165. 
16Nurul Qamar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan (Cet. I; Makassar: IKAPI, 2010), 
h. 17.  
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Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Kemudian akan ditinjau dengan 
menggunakan hukum Islam. 
C. Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang tersebut maka pokok masalah yang timbul adalah 
bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama 
dalam Keluarga PNS di  Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. 
Adapun sub masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran istri dalam keluarga di Kecamatan Enrekang ? 
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi istri dalam mencari nafkah 
keluarga dan bagaimana dampaknya ? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam (MaṢlaḥah Mursalah) tentang istri 
mencari nafkah ? 
D. Kajian Pustaka 
Adapun yang menjadi beberapa rujukan dalam  kajian pustaka yang peneliti 
gunakan adalah sebagai berikut: 
1. Buku Fiqh Munakahat, Oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul 
Wahhab Sayyed Hawwas. Buku ini menyajikan pembahasan yang 
komprehensif tentang seluk beluk pernikahan dalam Islam; peminangan 
(khitbah), syarat dan rukun nikah, mahar dan kafa’ah (persamaan) dalam 
pernikahann Islam; keharaman terjadinya pernikahan; batalnya pernikahan 
(fasakh); hak dan kewajiban suami istri; perwalian; putusnya pernikahan 
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(talak); akibat putusnya pernikahan; masalah rujuk dan iddah, disertai pula 
dalil-dalil dan ijtihad para fuqaha’ (ahli fiqh). 
2. Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, Oleh H. Zainuddin Ali, Buku ini 
banyak membahas masalah hukum perdata Islam yang digunakan di Indonesia 
saat ini. Khususnya masalah perkawinan dan khususnya lagi masalah hak dan 
kewajiban suami-istri, sehingga membantu peneliti memahami hukum 
kekeluargaan lebih banyak. 
3. Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, oleh Amir Syarifuddin. Buku 
ini membahas tentang pengertian umum dari pernikahan, tujuan dan hikmah 
pernikahan. Buku ini juga menjelaskan apa yang menjadi hak suami, 
kewajiban suami, hak istri, kewajiban istri dan apa yang menjadi hak dan 
kewajiban bersama suami istri dalam rumah tangga. 
4. Tesis yang berjudul Dampak Wanita Karir Terhadap Pembentukan 
Kepribadian Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir 
di Kota Gorontalo) oleh Nansi Zakaria, dalam penelitian tersebut lebih 
terfokus pada dampak dari wanita karir terhadap pembentukan kepribadian 
anak. Meskipun sama-sama membahas tentang istri yang bekerja dalam hal 
mencari nafkah, namun penelitian ini terfokus pada istri yang menjadi pencari 
nafkah utama dalam keluarga dan juga dalam penelitian ini dibahas tentang 
hak dan kewajiban suami istri. 
5. Tesis yang berjudul Istri Menafkahi Keluarga Persfektif Hukum Islam (Studi 
Kasus di Lamakera Desa Motonwutun) oleh Sippah Chotban, dalam 
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penelitian ini dijelaskan bahwa konsep nafkah keluarga di Lamakera dibangun 
atas dua prinsip mendasar, yaitu prinsip kemitraan dan prinsip kerelaan. 
Prinsip kemitraan yaitu prinsip bahwa suami istri itu sama-sama terlibat dan 
berpartisipasiaktif dalam urusan nafkah keluarga. Sedangkan prinsip 
kerelahan yaitu suami dan istri sama-sama saling merelahkan dalam bertindak 
mencari nafkah keluarga. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bentuk 
kegiatan istri yang dilakukan dalam hal mencari nafkah. Bentuk kegiatan yang 
dilakukan pada penelitian sebelumnya adalah jual beli dengan berbagai bentuk 
dan variasinya berupa jual beli makanan ringan, makanan dapur dan ikan pari 
manta. Posisi istri dalam nafkah keluarga sebagai mitra sekaligus dalam 
kondisi-kondisi tertentu sebagai pencari nafkah tunggal.     
6.  Jurnal Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi 
Kasus PNS Wanita yang Telah Berkeluarga di Balai Kota Bagian Humas dan 
Protokol Samarinda) oleh Iklima. Permasalahan dalam penelitian Iklima 
tersebut terfokus pada Pegawai Negeri Sipil wanita yang bekerja di Balai Kota 
Samarinda tepatnya di bagian Humas dan Protokol. Bagi wanita yang sudah 
berkeluarga mempunyai permasalahan yang harus dilakukan yaitu sebagai 
seorang ibu rumah tangga seharusnya mengurus anak dengan waktu yang 
maksimal, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh 
seorang ibu yang bekerja di Balai Kota Samarinda, sebab waktu untuk 
mengurus dan mendidik anak menjadi terbatas. Oleh karena itu, yang menjadi 
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perbedaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemudian hukum Islam 
melihat istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. 
Dengan demikian, berdasarkan judul dan penjelasan singkat terkait dengan 
penelitian terdahulu tersebut, maka judul dan fokus penelitian tesis ini adalah 
penelitian baru dan belum ada yang secara khusus melakukan penelitian ini terkait 
dengan permasalahan ini. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan akademik 
bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut dengan judul 
dan penelitian ini.  
Selain dari buku, tesis dan jurnal tersebut, juga dipersiapkan beberapa rujukan 
yang lain, seperti undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 
buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini. Sehingga peneliti dapat dan mampu 
memaparkan penelitian ini nantinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang 
Kabupaten Enrekang”.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
a. Untuk mengetahui peran istri dalam keluarga di Kecamatan Enrekang; 
b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi istri dalam mencari nafkah  dan 
juga dampaknya; 
c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang istri sebagai pencari nafkah. 
2. Kegunaan 
a. Kegunaan Teoretis 
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Harapan peneliti adalah bahwa hasil penelitian nantinya dapat menjadi 
rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dalam bidang hukum Islam dan juga sebagai 
referensi untuk mahasiswa melakukan penelitian yang terkait dengan istri yang 
menjadi pencari nafkah, serta sebagai pemenuhan tugas dalam penyelesaian studi 
Magister dalam bidang Syariah/Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. 
b. Kegunaan Praktis 
Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat demi terwujudnya pemahaman hukum Islam terkait dengan istri yang 
menjadi pencari nafkah yang utama dalam keluarga. 
16 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah 
1. Pengertian Nafkah 
Nafkah berasal dari  قفنا dalam bahasa Arab secara etimologi berarti 
berkurang. Juga berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan 
nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan 
atau digunakannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan 
perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk 
kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan 
demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap 
istrinya dalam masa perkawinan.1 
Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, 
karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk 
nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, 
meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara 
tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi 
disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. 
Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau 
                                                             
1Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 165. 
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materi.2  Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan 
arti pengeluaran.3 
Dalam kitab-kitab fiqh pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan 
pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu aqad 
antara seorang pria dengan seorang wanita. (tanggung jawab seorang suami dalam 
rumah tangga/keluarga). Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang 
disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan 
bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, 
pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan 
ulama.4 
Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, 
bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang 
untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik 
berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. 
2. Dasar Hukum Nafkah 
Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam 
beberapa ayat al-Qur’an, hadis Rasulullah saw. kesepakatan para imam mazhab 
maupun Undang-undang yang ada di Indonesia, diantaranya adalah: 
                                                             
2Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h. 165. 
3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta 
PT Gramedi Pustaka, 2008), h. 992.  
4Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h. 166. 
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QS Ath-Thalaq/65:6-7 
Terjemahnya: 
“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan hati mereka karena ingin utuk menyempitkan mereka. Jika 
mereka hamil berikan mereka belanja sampai lahir kandungan mereka. Jika 
mereka menyusukan untukmu (anakmu) berilah upah (imbalannya). 
Bermusyawarahlah kamu dengan sebaik-baiknya.Tetapi jika kamu kepayahan 
hendaklah (carilah) perempuan lain yang akan menyusukannnya.(6) 
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan 
orang yang disempitkan (kekurangan) rezkinya hendaklah memberi nafkah 
sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, Allah tidak 
memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang 
diberikan Allah. Semoga Allah akan memberikan kelapangan setelah 
kesempitan.(7)5 
 
Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa: 
                                                             
5Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Jakarta: Halim, 2013) h. 
559. 
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a. Suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya. 
b. Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami. Besarnya 
kewajiban nafkah tergantung pada keleluasaan suami. Jadi pemberian nafkah 
berdasarkan atas kesanggupan suami bukan permintaan istri. 
Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (قفنيل) maksudnya adalah; 
hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil 
menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran 
miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan.6 
Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, 
sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan 
setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan هتعس نم ةعس وذ قفنيل  adalah bahwa 
perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap 
isteri. Adapun maksud ayat اه الله فلكي لا  adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk 
memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah. 
Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a 
وُسَر َىلَع َنَايْفُس ِيَبأ َُةأَرْما ََةْبتُع ُتِْنب ٌدْنِه َْتلََخد تَلَاق َةَشِئاَع ْنَع ِهَْيلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ ِل
 يِنيِفَْكي اَم َِةقَفهنلا ْنِم يِنيِطُْعي َلَ ٌحيِحَش ٌلُجَر َنَايْفُس َاَبأ هِنإ ِ هاللَّ َلوُسَر َاي ْتَلَاقَف َمهلَسَو
                                                             
 
6Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2007), 
h. 162. 
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رَْيِغب ِهِلاَم ْنِم ُتْذََخأ اَم هِلَإ هِيَنب يِفَْكيَو  ْنِم َكَِلذ ِيف هَيلَع ْلََهف ِهِمْلِع ُلوُسَر َلَاَقف ٍحَانُج 
كِيَنب يِفَْكيَو ِكيِفَْكي اَم ِفوُرْعَمْلِاب ِهِلاَم ْنِم يِذُخ َمهلَسَو ِهَْيلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ7 
Artinya: 
“Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan masuk 
menghadap Rasulullah saw. seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu 
Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah 
yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari 
sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku 
itu? Lalu Rasulullah saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya 
dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.” (HR.Muslim). 
Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika 
kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah saw. akan 
memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada 
saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta 
suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah Al-
Mujtahid mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran 
nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara’, akan tetapi 
berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri dan hal ini akan berbeda-beda 
berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. 
Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam 
fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini 
mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah 
diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami 
                                                             
7Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Shahih Muslim, Juz III (Cet. I; Riyadh: 
Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H./1996 M.) h. 1338. 
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berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan 
untuk memebuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh 
karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip 
penggabungan harta dalam rumah tangga.8 
Sebagai kewajiban, maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah 
keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, 
maka Allah akan memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya 
maka dia berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah.9 
Mengenai nafkah sudah tercantum dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 
1974 Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 34 ayat 1 sampai 3 
yang berbunyi: 
a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah 
tangga sesuai dengan kemampuannya. 
b.  Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
c. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan 
gugatan kepada pengadilan.10 
 
B. Pendangan Ulama Tentang Nafkah 
                                                             
8Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2007), 
h. 166. 
9M. Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2002), h. 144-145. 
10Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 240. 
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Dari pembagian peran dan tugas kemudian muncul kewajiban dan hak bagi 
masing-masing pasangan dalam aneka urusan rumah tangga, tidak terkecuali urusan 
biaya hidup rumah tangga yang cukup berperan terhadap jalannya program keluarga. 
Dalam hal ini Islam mengajarkan akan adanya keseimbangan antara hak dan 
kewajiban masing-masing pasangan.11 
Dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi menjadi pilar utama demi 
keberlangsungan hidup dan pendidikan anak-anak. Susah dan bahagia biasanya 
diukur oleh kondisi ekonomi keluarga. Memang penilaian seperti ini terkesan 
materialistis, tetapi itulah yang terjadi. Bisa kita bayangkan, bagaimana mungkin 
sebuah rumah tangga yang ekonominya masih belum menentu mampu mengantarkan 
anggota keluarganya ke tingkat kesejahteraan yang diimpikan semua orang. Terlebih 
lagi ketika suami tidak mempunyai kesempatan kerja lagi, maka kesejahteraan rumah 
tangga yang diidam-idamkan hanya mimpi belaka.12 
Mengenai urusan mencari nafkah, mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan 
Zhahiriyah cenderung membebankan tugas tersebut kepada pihak suami. 
Pertimbangannya, pihak suamilah yang melamar istri untuk dipersunting sehingga dia 
dibebankan menanggung kewajiban nafkah sehari-hari. Dalam hadis Nabi juga 
disebutkan “Wahai atas kamu sekalian memberi rezeki (nafkah makan dan pakaian) 
terhadap mereka para istri dengan cara yang makruf.”13 
                                                             
11Abu Yasid, Fikih Keluarga (Cet. III; Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007) h. 42. 
12Abu Yasid, Fikih Keluarga, h. 43. 
13Abu Yasid, Fikih Keluarga,  h. 47. 
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Pendapat ini juga diperkokoh dalam QS al-Nisā/4:34 bahwa laki-laki 
merupakan pemimpin bagi perempuan. Ayat ini mengandung image bahwa sebagai 
pemimpin, tentunya laki-laki berkewajiban memenuhi segala keperluan pihak yang 
dipimpinnya dalam lingkup rumah tangga. Pertimbangan lain, kaum laki-laki 
memiliki kekuatan akal dan fisik yang lebih dari kaum perempuan. Sementara, tabiat 
kaum perempuan lemah gemulai serta lembut dan mempesona. Oleh karena itu, 
suamilah yang wajib mencari dan memberi nafkah kepada istri.14   
Meskipun ulama sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah 
kepada istrinya berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka 
berbeda dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu. 
perbedaan pendapat itu bermula dari beda pendapat mereka dalam hal apakah nafkah 
itu diwajibkan karena semata-mata melihat kepada akad nikah atau melihat kepada 
kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah itu.15 
Jumhur ulama termasuk ulama Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah 
itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak 
suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan 
kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut dengan tamkin. 
Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban memberi nafkah. 
                                                             
14Abu Yasid, Fikih Keluarga,  h. 47. 
15Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h. 168. 
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Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah akan tetapi istri 
belum melakukan tamkin, maka istri belum berhak menerima nafkah.16 
Perbedaan pendapat dengan jumhur ulama tersebut adalah golongan 
Zhahiriyah. Bagi mereka kewajiban nafkah dimulai semenjak akad nikah, bukan dari 
tamkin, baik istri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan 
kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik 
mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih 
perawan.17 
Dasar pemikiran golongan ini ialah ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis Nabi 
yang mewajibkan suami memberi nafkah tidak menetapkan waktu. Dengan begitu 
bila seseorang telah menjadi suami, yaitu dengan berlangsungnya akad nikah, maka 
suami telah wajib memberi nafkah tanpa melihat kepada keadaan istri. Inilah tuntutan 
dari dalil yang mewajibkan nafkah.18 
Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan  suatu keluarga, tidak 
nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. hal yang telah disepakati oleh 
ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, 
                                                             
16Al-Thusiy, al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah, dalam bukunya Amir Syarifuddin, Hukum 
Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 168. 
17Ibnu Hazmin, al-Muhalla (Mesir: Mathba’ah al Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970), h. 249. 
Dalam bukunya Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 
dan Undang-Undang Perkawinan, h. 168. 
18Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h. 168. 
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sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas 
dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama. 
Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam 
kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti 
kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa 
melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib 
menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang. Secara 
khusus jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian 
dari al-Qur’an maupun hadis Nabi yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang 
demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan 
baik yang ditetapkan dalam al-Qur’an.19 
Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan 
perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam al-Qur’an maupun hadis 
Nabi, baik secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayan tidak wajib dibiayai 
oleh suami meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi. Alasan 
yang dikemukakan golongan ini adalah tidak terdapat petunjuk dari al-Qur’an 
maupun hadis Nabi yang mewajibkan demikian.20 
Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari al-Qur’an maupun hadis Nabi 
tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada 
                                                             
19Ibnu Qudamah, al-Mughniy (Cairo, Mathba’ah al-Qahirah, 1969), h. 235. Dalam bukunya 
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, h. 169. 
20Ibnu Hazmin, al-Muhalla (Mesir: Mathba’ah al Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970), h. 251-252. 
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kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal biasa dimana saja 
pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu 
yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk 
makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.21  
Berkenan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan 
jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, 
sedangkan kewajibannya diperhitugkan tahunan dan diberikan di awal tahun yang 
ditetapkan. Tentang perumahan, menurut pendapat jumhur ulama tidak mesti rumah 
yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah 
menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.22 
Berdasarkan pendapat jumhur ulama tentang standar ukuran nafkah itu 
terdapat tiga pendapat:23 
1. Imam Ahmad 
Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam 
menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-
sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda diambil standar 
menengah di antara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah 
                                                             
21Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h. 169. 
22Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h. 170. 
23Ibnu Qudamah, al-Mughniy (Cairo, Mathba’ah al-Qahirah, 1969), h. 235. Dalam bukunya 
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, h. 170-171. 
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keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh jarena itu keduanya 
dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah. 
2. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik 
Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang 
dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah 
firman Allah swt. dalam potongan ayat QS al-Baqarah/2:233 
Terjemahnya: 
“…Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara 
yang ma’ruf…”24 
 
Pengertian ma’ruf dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti 
mencukupi. 
3. Imam Syafi’iy 
Imam Syafi’iy dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar 
dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. 
Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi’ah Imamiyah. Yang dijadikan 
landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah QS at-Thalaq/65:7. Selanjutnya 
ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya 
kewajibannya adalah dua mud (1 mud = 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami yang 
miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu stengah mud. Bila istri 
                                                             
24Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 37. 
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sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban 
suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara 
khusus pemberian nafkah.25 
Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukan kewajibannya 
itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan 
dan hilang kewajibannya sewaktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat 
temporal, atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu 
kewajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat 
permanen. Hal inilah yang menjadi perbincangan di kalangan ulama.26  
Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau 
permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, 
sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil 
harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Selanjutnya jumhur ulama 
berpendapat apabila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa 
tertentu, karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang 
baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemanpuan untuk 
membayarnya.27 
                                                             
25Al-Nawawiy, al-Minhaj , h, 262. Dalam bukunya Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan 
Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 171-172. 
26Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h. 172. 
27Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h. 172-173. 
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Menurut ulama Zhahiriyah kewajiban nafkah yang tidak dibayarakan suami 
dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi utang atas suami. Hal 
ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur disebabkan suami tidak mampu. Dalil 
yang digunakan oleh ulama adalah QS al-Baqarah/2:286.28 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan 
suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya gugur seandainya nafkah itu 
belum ditetapkan oleh hakim. Dasar pemikiran ulama ini adalah bahwa kewajiban 
nafkah itu tidak bersifat permanen sebelum ditentukan oleh hakim, sebagaimana 
layaknya kewajiban yang bersifat ghairu muhaddad.29 
C. Hak dan Kewajiban Suami 
Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja 
bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan 
akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan 
perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami 
dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri 
terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat 
terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.30 
Allah menegaskan sesuai firman-Nya dalam QS al-Nisā/4:19 
                                                             
28Ibnu Hazmin, al-Muhalla (Mesir: Mathba’ah al Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970), h. 253. 
29Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, h.173. 
30Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 181. 
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   
     
    
  
   
    
   
   
   
   
        
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah 
dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka 
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal 
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”31  
 
 
Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan 
antara suami dan isteri, agar di antara mereka dapat begaul secara makruf (baik). 
Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau 
perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah 
tangga. 
 
 
1. Hak Suami 
                                                             
31Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 80. 
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Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka 
akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah 
kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan 
terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. 
Hak istri sebagai kewajiban suami adalah membayar nafkah. Adapun unsur 
yang termasuk biaya nafkah adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum 
(sandang), pakaian (pangan), pembantu tempat tinggal dan kebutuhan biologis. 
Kewajiban membiayai anak anak sampai batas umur dewasa, yang ditandai dengan 
haid atau mimpi basah. Tetapi kalau anak dalam keadaan miskin, sementara orang tua 
mempunyai kemampuan untuk membiayai, orang tua masih wajib membiayai nafkah 
anak meskipun sudah dewasa. Kewajiban pemenuhan kewajiban suami terhadap istri 
ini mulai berlaku sejak terjadi transaksi (akad nikah). Kewajiban suami terhadap istri 
mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan 
berupa kebendaan. Sedangkan yang disebut dengan nafkah adalah merupakan segala 
kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang 
termasuk rumah tangga pada umumnya. 
Mengenai berapa kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus 
mengingat kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami istri itu. Jadi tidak 
 berlebih-lebihan yang membawa akibat memberatkan suami, tetapi juga tidak boleh 
terlalu sedikit, jadi harus yang wajar saja. 
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Dengan adanya akad nikah maka antara suami dan istri mempunyai tanggung 
jawab dan hak yaitu sebagai berikut:32 
a. Suami dan istri dihalalkan melakukan hubungan seksual. Mengadakan 
kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara 
bersamaan.   
b. Haram melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing baik suami 
maupun istri. 
c. Dengan adanya pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila seseorang 
telah meninggal meskipun belum bersetubuh. 
d. Anak mempuanyai nasib jelas.  
e. Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik sehingga melahirkan kemesraan 
dalam kedamaian hidup.  
2. Kewajiban Suami 
Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria 
dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah 
swt. di satu pihak dan pihak yang lainnya mengandung aspek keperdataan yang 
menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karna itu antara hak dan 
kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri.33 
                                                             
32Dahliah Tambajong, Hak dan Kewajiban Suami Istri (23 Agustus 2012), 
https://www.scribd.com/doc/229320876/65-Hak-Dan-Kewajiban-Suami-Istri, (11 November 2017). 
33Zainuddin Ali,  Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta:  Sinar Grafika, 2012), 
h. 51. 
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Suami adalah kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban yang 
bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus ia 
letakkan secara seimbang, sehingga satu kewajiban tidak mengurangi kewajiban yang 
lain. 
Sesungguhnya Allah swt. telah berkehendak memberikan amanah kepada 
perempuan untuk hamil, melahirkan dan menyusui tugas yang amat besar. Karenanya 
sangat adil, jika kemudian Allah swt. membebankan tugas kepada laki-laki untuk 
mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan utama keluarganya dan memberikan 
perlindungan kepada perempuan sehingga dapat berkonsentrasi menjalankan tugas 
mulianya. 
Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, 
adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban 
memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah illahi, yaitu perintah yang 
dikeluarkan sendiri oleh Allah swt. kepada hamba-Nya. Oleh sebab itu, seorang 
suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah 
berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah swt. 
Kewajiban membelanjai istrinya dimulai sejak adanya ikatan perkawinan 
yang sah. Seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan 
sebagai miliknya. Kewajiban ini berlaku selama ikatan suami istri masih berjalan dan 
istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. 
Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan durhaka (nusyuz) 
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antara lain istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan suami atau 
perintahnya, keluar rumah tanpa izin suami.34 
Di antara kewajiban suami terhadap istri menurut kitab ‘Uqud al-Lujjain 
karangan Imam al-Nawawi al Bantani adalah berlaku adil dalam mengatur waktu 
untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. 
Di samping itu berangkat dari hadis-hadis Rasulullah saw. menurut Imam Nawawi 
setiap suami mestilah mengasihi istrinya dan memperlakukannya dengan baik, karena 
mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk 
menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi mengumpamakan mereka 
seperti tawanan, karena pada dasarnya mereka adalah tahanan suami atau pinjaman 
yang diamanatkan oleh Allah swt. 
  Mencermati hadis yang lain, kewajiban suami terhadap istri adalah memberi 
sandang dan pangan, tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz (ketidakpatuhan), tidak 
mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya, tidak menjauhi atau 
menghindari berbicara hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan. 
Lebih sistematis. Imam Nawawi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan 
suami: 
a. Memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta 
menyenangkan hati istri. 
b. Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan. 
                                                             
34Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1918) h. 192. 
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c. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu 
yang menyakitkan. 
d. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya 
mereka kurang sempurna akal dan agamanya. 
e. Menuntun istri dalam jalan kebaikan. 
f. Mengajari dalam urusan agama seperti berkenaan dengan taharah. 
Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan tentang kewajiban suami 
terhadap istri yaitu: 
a. Yang berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari. 
b. Yang bersifat non-materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya 
dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah lebih dari 
satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan istri, dan mengatur hubungan 
seksual antara suami-istri. 
Memberi nafkah lahir dan batin/pergaulan suami istri ajaran Islam 
menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, baik nafkah 
lahir maupun nafkah batin. 
a. Nafkah lahir  
Allah swt. telah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:233 
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Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 
yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung 
nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani 
lebih dari kesanggupannya.35 
 
Seorang ibu mengandung karena seorang ayah (suami) dan juga menyusui 
karena sang suami. Oleh karena itu, wajib bagi suami memberi nafkah secukupnya 
kepada istri berupa sandang dan pangan, agar ia dapat melaksanakan kewajibannya 
dalam menjaga dan memelihara bayinya. Walaupun memberi nafkah itu merupakan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang merupakan kepala rumah 
tangga, tetapi sesuai dengan dalil sebelumnya, memberi nafkah itu tidak boleh 
berlebih-lebihan, dalam artian melewati batas kemampuan suami itu, yang nantinya 
akan membuat suami itu sengsara. Dalam memberi nafkah juga tidak boleh kurang, 
yang nantinya akan berakibat memberatkan sang istri. 
Sesungguhnya Islam melarang seorang suami menikmati hasil usaha istrinya. 
Akan tetapi, aturan ini tidaklah kemudian menjadikan seorang istri bekerja mencari 
nafkah, sekiranya memang nafkah yang diberikan oleh suaminya tersebut tidak 
mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Pencarian nafkah yang dilakukan oleh 
seorang istri itu terwujud karena dua hal36: 
                                                             
35Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 37. 
36Muhammad Muhyiddin, Meraih Mahkota pengantin: Kiat-Kiat Praktis Mendidik Istri dan 
Mengajar Suami (Cet.I; Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003) h. 261 
    Terjemahnya: 
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1. Ia wajib mencari nafkah bersama-sama suaminya demi memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka. Jadi, prinsip yang harus 
dipegang disini adalah bahwa walaupun nafkah itu diberikan oleh seorang 
suami kepada istrinya sebagai hak bagi istrinya, tetapi kegunaan nafkah itu 
tidak semata-mata untuk kebutuhan istrinya saja (misal untuk membeli 
perhiasan atau pakaian) melainkan juga untuk kegunaan suaminya (missal 
makan dan minum). Dengan demikian, harta yang diberikan oleh seorang 
suami pada intinya merupakan harta yang digunakan untuk kepentingan 
bersama. Oleh karena itu, pemenuhan akan kebutuhan bersama ini tidak 
mencukupi, maka seorang istri tidak boleh harus memaksakan diri untuk 
tidak mau tahu terhadap kekurangan tersebut dengan hanya mengharapkan 
pemberian nafkah suaminya saja. Sang suami pun harus berusaha untuk 
memenuhi kebetuhan istri agar dalam memenuhi kebutuhan itu cukup untuk 
istri, karena kalau tidak itu akan memberatkan istri. 
2. Pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang istri hanya bersifat membantu 
suaminya, bukan merupakan kewajiban. Bantuan dalam pencarian nafkah 
yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya disini tidak penting 
untuk dilakukan (yakni tidak sebagaimana dalam kasus yang pertama) 
karena nafkah yang diberikan oleh suaminya telah mencukupi kebutuhan 
istri dan kebutuhan rumah tangga mereka. 
b. Nafkah Batin/Pergaulan Suami Istri 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki 
nafsu syahwat, dengan adanya nafsu syahwat itu maka setiap orang ingin memiliki 
keturunan, yang akhirnya disyariatkanlah perkawinan. Ada ulama yang berpendapat 
bahwa hukum memberikan nafkah batin (hubungan suami istri) bagi seorang suami 
apabila tidak ada halangan adalah wajib. Ada juga yang mengatakan bahwa 
melakukan hubungan suami istri itu wajib dilakukan setiap empat hari sekali, tetapi 
juga ada berpendapat enam hari sekali.37 
Sebenarnya berbagai macam pendapat ulama sebelumnya itu sejalan dengan 
anjuran Rasulullah saw. yang melarang setiap suami meninggalkan istrinya dalam 
waktu yang terlalu lama, walaupun untuk tujuan berzikir, beribadah dan jihad, karena 
perbuatan yang demikian itu pada hakikatnya akan menyiksa perasaan istri. Selain 
hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu syahwat, memiliki keturunan merupakan 
salah satu tujuan dari ikatan perkawinan. Oleh karena itu, salah satu dari suami atau 
istri tidak boleh menghalangi yang lainnya untuk memenuhi hak berhubungan suami 
istri. Hak berhubungan suami istri ini ditetapkan oleh syara’. Allah swt. berfirman 
dalam QS al-Baqarah/2:223 
                                                             
37Kasmuri Selamat, Suami Idaman Istri Impian, h. 79. 
    Terjemahnya: 
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Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja 
dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. 
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-
nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.38 
 
Ayat tersebut menegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam, bukan 
saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam 
ayah. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Kalau demikian, 
jangan salahkan ladang bila yang tumbuh apel, padahal anda menginginkan mangga, 
karena benih yang anda tanam adalah benih apel bukan benih mangga. Anda, hai 
suami, jangan salahkan istri jika dia melahirkan anak perempuan, sedang anda 
menginginkan anak laki-laki, karena dua kromosom yang merupakan faktor kelamin 
yang terdapat pada wanita sebagai pasangan homolog adalah (XX) dan pada laki-laki 
sebagai pasangan yang tidak homolog (XY). Jika X pada laki-laki bertemu dengan X 
yang ada pada perempuan, maka anak yang lahir adalah perempuan, sedang jika X 
bertemu dengan Y maka anak yang lahir adalah laki-laki. Bukanlah wanita hanya 
ladang yang menerima, sedang suami adalah petani yang menabur.39  
 
Tidak ada dosa bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian dengan cara 
apapun yang kalian sukai. Jika hal ini kalian lakukan untuk mendapatkan keturunan 
dan kalian melakukannya pada tempat yang sebenarnya. Sebab, syariat agama tidak 
                                                             
38Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 35. 
39M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1998), h.255. 
Lihat juga Muhammad al-Sabbaq, Keluarga Bahagia dalam Islam (Solo: Pustaka Marniq, 1994), h. 
480. 
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bermaksud memberati dan melarang kalian untuk menikmati kelezatan ini. 
Sebaliknya, syariat justru ingin mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kalian. 
Dengan melihat ayat tersebut, maka seks merupakan kebutuhan laki-laki dan 
perempuan, karena itu suami dan istri saling membutuhkan dan memberikan yang 
terbaik, sebagaimana petani membutuhkan ladang dan ladang membutuhkan petani. 
Ketika nafkah batin ini tidak dilaksanakan oleh seorang suami dan jiwa terlalu 
lama menantikan belaian cinta dari suami, air mata bisa mengalir karena tidak kuat 
menahan rasa sepi yang mencekam. Sementara tidak ada kekasih yang menguak 
hasratnya. Bahkan pada tingkat tertentu bisa menyebabkan munculnya ketegangan 
rumah tangga. Oleh karena itu, nafkah batin harus diberikan oleh suami dengan 
baik.40 
Adapun tentang berapa lama boleh suami meninggalkan istri, Salib bin Jubair 
berkata41: 
“Pada suatu malam, khalifah Umar bin Khattab berjalan-jalan keliling kota 
Madinah dan hal yang demikian itu sering ia lakukan. Secara kebetulan di 
dekat rumah salah seorang wanita yang pintunya terkunci, dari luar ia 
mendengar wanita tersebut mendendangkan syairnya, yang isinya tentang 
keluhan kesedihan karena sudah terlalu lama ditinggalkan oleh suaminya. 
Kemudian Umar pun bertanya tentang kemana suaminya. Perempuan itu 
menjawab bahwa suaminya sedang berjihad fi sabilillah. Besoknya Umar 
mengirim surat kepada suaminya dan menyuruhnya pulang. Kemudian kepada 
anaknya Hafsah, Umar bin Khattab bertanya: Wahai anakku, berapa lamakah 
kaum wanita boleh bersabar apabila ditinggal oleh suaminya? Hafsah 
menjawab: Subhanallah, orang seperti ayah bertanya kepadaku tentang 
perkara ini? Umar menjawab: kalau bukan karena saya ingin memperhatikan 
                                                             
40Mohammad Fauzi Adhim, Mencapai Pernikahan yang Barakah (Cet. XXI; Yogyakarta: 
Mitra Pustaka) h. 193. 
41Kasmuri Selamat, Suami Idaman Istri Impian, h. 82. 
41 
 
 
 
permasalahan kaum muslimin, tentu saya tidak akan bertanya tentang masalah 
ini kepadamu. Hafsah menjawab: Lima bulan atau enam bulan. Mendengar 
jawaban dari anaknya itu, maka mulai saat itu khalifah Umar bin Khattab 
menetapkan untuk mujahidin berperang waktunya paling lama enam bulan, 
waktu berangkat sebulan, tinggal di medan perang selama empat bulan dan 
kembali pulang selama sebulan.”  
 
1. Mempergauli istri dengan baik 
Islam memandang rumah tangga dengan mengidentifikasinya sebagai tempat 
ketenangan, keamanan dan kesejahteraan. Islam juga memandang hubungan dan 
jalinan suami istri dengan menyifatinya sebagai hubungan cinta, kasi dan sayang, dan 
menegakkan unsur ini di atas pilihan dan kemauan mutlak agar semuanya dapat 
berjalan dengan sambut menyambut, sayang menyayangi dan cinta mencintai. 
Kewajiban yang harus selalu diperhatikan oleh suami sebagai kepala rumah 
tangga adalah menjaga kemuliaan istrinya dari hal-hal yang menyebabkan 
kehormatannya dihina atau hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. 
Sang suami harus menjauhi hal-hal yang bisa melukai perasaannya dan berusaha 
sekuat mungkin untuk tidak mengingkari janji yang telah dibuat bersama.42 
Tentang hal ini Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisaa/4:19 
                                                             
42Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur’an, Jilid II, h. 306. 
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“…Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak 
menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai 
sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”43 
 
 Penggalan ayat tersebut melarang menyusahkan atau menyakiti istri oleh 
sebab apapun, kecuali istri tersebut melakukan perbuatan yang keji yang nyata seperti 
berzina atau nusyuz. 
Asy-Sya’rawi mengatakan, agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan 
hanya karena cinta suami istri telah pupus. Walau cinta pupus, tetapi berbuat baik 
masih terus diperintahkan. Sebagaimana ketika seseorang yang ingin menceraikan 
istrinya karena tidak mencintainya lagi, Umar bin khattab mengecamnya sambil 
berkata “apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau demikian mana 
nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan, mana amanah yang engkau terima?”. Suami 
harus memperbaiki pergaulannya dengan istri, untuk itu harus menggauli mereka 
dengan cara yang mereka senangi. Jangan memperketat nafkah mereka, jangan 
menyakiti mereka melalui perkataan maupun menyambut mereka dengan 
mengerutkan dahi Apabila suami tidak menyenangi istrinya karena keaiban akhlak 
atau fisik mereka yang tidak menyenangkan, bersabarlah. Karena Allah menjadikan 
kebaikan itu menyeluruh, menyangkut segala sesuatu, termasuk pada mereka yang 
tidak disukai itu.44 
                                                             
43Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 80. 
44 Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi…., jilid IV, h. 384. 
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Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh dua sebab, yakni: 1) Zaujiyyah, 
yaitu karena ikatan pernikahan yang sah. Peranakan dari sebab ini adalah nafkah bagi 
istri dalam talak raj’i dan talak bain hamil. Namun dalam talak bain hamil, kalangan 
Malikiyah dan Syafi’iyah hanya membenarkan nafkah berupa tempat tinggal saja.45 
2) Qarabah, yaitu sebab hubungan kekerabatan. Dalam hal ini fuqaha berbeda 
pendapat. Kalangan Malikiyah menilai qarabah yang wajib nafkah hanya pada 
hubungan orangtua dan anak (walid wal walad). Kalangan Syafi’iyah, menilai 
mengonfirmasikan keistimewaan laki-laki dibanding perempuan disebabkan salah 
satunya faktor nafkah.46 
Huzaimah T. Yanggo menarik garis bahwa suami bertugas mencari dan 
memenuhi nafkah, sementara istri bertugas untuk mengaturnya. Lebih lanjut, sebagai 
penata ekonomi keluarga istri harus mempunyai kecakapan, keterampilan, kreatifitas, 
agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi 
rumah tangga. Disamping itu istri harus bersyukur dan bersikap qana’ah atas apa 
yang diberikan oleh suaminya.47   
Secara selintas, ketentuan yang kompensasional ini terlihat adil. Terlihat ada 
saling ketergantungan yang berimbang antara mereka dimana istri menjadi sangat 
tergantung secara ekonomis pada suami, sementara suami sangat tergantung secara 
seksual kepada istrinya. Ini juga mengisyaratkan bahwa ketika suami tidak mampu 
                                                             
45Lihat Wahbah A-Zuhailiy, Al fiqh al Islamy wa Adillatuhu, Jilid X, h. 105. 
46Ismail Haqqy, Tafsir Ruh al Bayan, Juz II, h. 160. 
47Huzaimah T. Yanggo, Fiqh Perempuan Kontemporer (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001) h. 
59. 
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memenuhi kewajibannya memberi nafkah ia rela kehilangan akses seksual, dan 
sebaliknya ketika perempuan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk 
memberikan pelayanan seks, ia harus rela kehilangan hak atas nafkah. Sementara 
dalam pandangan Huzaimah T. Yanggo ada pembagian tugas yang seimbang antara 
suami dan istri.48 
Penerapan ketentuan fiqhiyyah yang hitam-putih seperti ini secara ketat, 
senantiasa mengalami kendala dalam kehidupan sosial. Selain karena keluarga 
mempunyai problematika yang beragam, kepribadian setiap individu juga berbeda 
satu sama lain. Sebagai contoh, realitas yang hidup di dalam masyarakat, 
ketidakmampuan seorang suami memenuhi kewajiban nafkah lazimnya memaksa istri 
ikut serta melakukan tugas-tugas produktif secara ekonomis. Ketentuan tersebut juga 
dilengkapi dengan ketentuan bahwa dalam kondisi darurat perempuan boleh 
membantu suami untuk mencari nafkah. Masalahnya kemudian, ketika itu terjadi 
jarang suami yang dapat menerima kenyataan untuk kehilangan akses seksualnya. Hal 
ini sangat memungkingkan terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga dimana istri 
menjadi korbannya. Beban perempuan tentu semakin bertambah ketika ia harus 
melaksanakan seonggak pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, sebagaimana yang akan 
kita jelaskan kemudian. Unutk itu, Husain Muhammad menawarkan solusi yang ia 
sebut dengan pendekatan non hukum, dimana tugas-tugas suami istri selalu didekati 
melalui pandangan moralistik dan akhlaq al-karimah, yang dalam al-Qur’an 
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diistilahkan dengan al-mu’asyarah bi al-ma’ruf. Sebuah pendekatan yang senantiasa 
mengutamakan sikap demokratis, manusiawi, demi kemaslahatan bersama.49 
Tawaran ini bukan sebuah gugatan terhadap ketentuan syari’at mengenai 
kewajiban suami untuk memenuhi nafkah istrinya. Tawaran ini selayaknya dimaknai 
sebagai usaha mempertahankan fleksibilitas ajaran Islam sebagaimana adanya. Harus 
disadari bahwa selain menetapkan kewajiban itu pada suami (QS al-Baqarah/2:233) 
al-Qur’an juga dengan bijaksana memberikan isyarat bahwa tidak semua suami 
mampu memenuhinya. Oleh karena itu, di ayat yang lain al-Qur’an menetapkan 
kemampuan suami sebagai batasan nafkah yang harus diberikan dan pada sisi lain 
tidak meletakkan keharusan istri tinggal di rumah atau larangan untuk ikut serta 
mencari nafkah. Ini semua meninggalkan ruang bagi setiap keluarga untuk 
menciptakan format pembagian tugas yang sesuai dengan kondisinya masing-masing 
dengan menggunakan pendekatan mu’asyarah bi al-ma’ruf. 
Keraguan menerima tawaran ini masih akan tetap ada selama perempuan 
masih dianggap atau menganggap dirinya sebagai makhluk domestik. Untuk itu 
sebagai tambahan, penjelasan mengenai ayat yang selama ini menjadi dasar 
pemahaman harus dihadirkan. Ayat tersebut dalam QS al-Ahzab/33:33 
49Nasaruddin Umar, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, dalam Jurnal Politik; Akses 
Perempuan (Vol. I; No. V, 2005) h. 422. 
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Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 
(bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, 
tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah 
bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan 
membersihkan kamu sebersih-bersihnya.50 
 
Para mufassir memberikan tafsiran beragam terhadap ayat ini. Namun, dari 
pengamatan penulis penafsiran yang diberikan oleh Said Hawa lebih ramah terhadap 
perempuan dibandingkan dengan yang lain. Menurutnya, ayat ini tidak berarti 
perempuan sama sekali tidak boleh keluar dari rumah, melainkan isyarat yang halus 
bahwa perempuan lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Ada hal-hal khusus 
yang menyebabkan perempuan harus keluar rumah. Perempuan membutuhkan 
pengetahuan yang boleh jadi tidak dapat diberikan oleh suaminya. Perempuan juga 
adalah anak dari orang tua yang boleh jadi tinggal berpisah dengannya dan demi 
untuk berbakti keduanya mereka harus meninggalkan rumah. Perempuan adalah 
hamba Allah dan kewajiban untuk mengabdi kepada-Nya kadang-kadang menuntut 
mereka untuk meninggalkan rumah. Karenanya, menurutnya ayat ini tidak 
menunjukkan perintah bahwa perempuan mutlak tinggal di dalam rumah, namun 
boleh saja keluar rumah dengan alasan-alasan tertentu.51 
                                                             
50Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 422. 
51Sa’id Hawa, al-Asas fi at-Tafsir: Kiat-kiat Praktis Mendidik Istri dan Mengajar Suami (Cet. 
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Setelah ayat yang lalu memberi tuntunan kepada istri-istri Nabi saw. 
menyangkut ucapan, kini dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut perbuatan dan 
tingkah laku. Allah berfirman: Dan di samping itu tetaplah kamu tinggal di rumah 
kamu kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh adat atau 
agama dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu dan janganlah 
kamu bertabarruj yakni berhias dan bertingkah laku seperti tabarruj Jahiliah yang lalu 
dan laksanakanlah secara bersinambung serta dengan baik dan benar ibadah shalat, 
baik yang wajib maupun yang sunnah, dan tunaikanlah secara sempurna kewajiban 
zakat serta taatilah Allah dan Rasul-Nya dalam semua perintah dan larangan-Nya. 
Sesungguhnya Allah dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak 
berkepentingan tetapi tidak lain tujuannya hanya bermaksud hendak menghilangkan 
dari kamu dosa dan kekotoran serta kebejatan moral, hai ahlu Ahl al-Bait, dan 
membersihkan kamu sebersih-bersihnya.52 
Kata qarna, begitu dibaca oleh Ashim dan Abu Ja’far terambil dari kata 
iqrarna dalam arti tinggallah dan beradalah di tempat secara mantap. Ada juga yang 
berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata qurrat ‘ain dan yang ini berarti 
sesuatu yang menyenangkan hati. Dengan demikian perintah ayat ini berarti: Biarlah 
rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu. Ini dapat juga 
mengandung tuntunan untuk berada di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali ada 
kepentingan. Banyak ulama membaca ayat tersebut dengan kasrah pada huruf qaf 
yakni qirna. Ini terambil dari kata qarar yakni berada di tempat. Dengan demikian 
ayat ini memerintahkan istri-istri Nabi saw. itu untuk berada di tempat yang dalam ini 
                                                             
52M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), h. 263. 
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adalah rumah-rumah mereka. Ibn ‘Athiyyah membuka kemungkinan memahami kata 
qirna terambil dari kata waqar yakni wibawa dan hormat. Ini berarti perintah untuk 
berada di rumah karena itu mengundang wibawa dan kehormatan buat kamu.53 
Kata al-jahiliyyah terambil dari kata jahl yang digunakan al-Qur’an untuk 
menggambarkan suatu kondisi dimana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran 
Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan 
sementara, maupun kepicikan pandangan. Karena itu istilah ini secara berdiri sendiri 
tidak menunjuk ke masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri 
masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan dimana pun. Kata al-
bait secara harfiah berarti rumah, yang dimaksud disini adalah rumah tempat tinggal 
istri-istri Nabi Muhammad saw. rumah itu beliau bangun berdampingan atau menyatu 
dengan masjid. Ia terdiri dari Sembilan kamar yang sangat sederhana.54 
Pada aspek hukum yang dikandung oleh perintah waqarna atau waqirna fi 
buyutikum. Perintah tersebut sebagaimana terbaca ditujukan kepada istri-istri Nabi 
Muhammad saw. Persoalan yang dibicarakan ulama adalah apakah wanita-wanita 
muslimah selain istri-istri Nabi dicakup juga oleh perintah tersebut? Al-Qurthubi 
yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir khususnya dalam bidang hukum 
mengatakan: “makna ayat tersebut adalah perintah untuk menetap di rumah. 
Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw., akan 
tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut.” Selain Al-Qurthubi 
menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal di 
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rumah, dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat. Pendapat yang sama 
dikemukakan juga oleh Ibn al-‘Arabi dalam tafsir ayat-ayat al-ahkam-nya. Sementara 
itu, penafsiran Ibn Katsir sedikit lebih longgar. Menurutnya ayat tersebut merupakan 
larangan bagi wanita untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan 
agama, seperti shalat misalnya.55 
Al-MaudÛdi, pemikir Muslim Pakistan kontemporer menganut paham yang 
mirip dengan pendapat tersebut. Dalam bukunya al-Hijab ulama ini antara lain 
menulis bahwa “Tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari 
pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan 
hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun 
kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah 
dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.” Terbaca 
bahwa al-MaudÛdi tidak menggunakan kata “darurat” tetapi “kebutuhan atau 
keperluan”. Hal serupa dikemukakan oleh tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan 
oleh Departemen Agama RI.56 
Thahir Ibn ‘Asyur menggarisbawahi bahwa perintah ayat ini ditujukan kepada 
istri-istri Nabi sebagai kewajiban, sedang bagi wanita-wanita muslimah selain mereka 
sifatnya adalah kesempurnaan. Yakni tidak wajib, tetapi sangat baik dan menjadikan 
wanita-wanita yang mengindahkannya, menjadi lebih sempurna. Persoalannya adalah 
dalam batas-batas apa saja izin tersebut? Misalnya, “Bolehkah mereka bekerja?” 
Muhammad Quthub, salah seorang pemikir ikhwan al-Muslimin menulis, dalam 
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50 
 
 
 
bukunya ma’rakah at-Taqalid, bahwa: “ayat itu bukan berarti bahwa wanita tidak 
boleh bekerja karena Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak 
senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja 
sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar.”57 
Muhammad Quthub lebih menjelaskan bahwa: Perempuan pada awal zaman 
Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan 
terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa 
Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-
pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar 
kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang 
membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu 
mencukupi kebutuhannya. Sayyid Quthub, menulis bahwa arti waqarna dalam firman 
Allah: Waqarna fi buyutikunna, berarti “Berat, mantap dan menetap”. Tetapi, tulisnya 
lebih jauh, “ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini 
mengisayratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya.”58 
Sa’id Hawa, salah seorang ulama Mesir kontemporer memberikan contoh 
tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi orang tua dan 
belajar yang sifatnya fardhu ‘ain atau kifayah, dan bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat menanggungnya.59 
Ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada istri Nabi, mempunyai cukup 
alasan. Melihat redaksinya  huruf nun pada kata waqarna merupakan kata ganti orang 
                                                             
57M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 267. 
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ketiga jamak (plural) yang kembali pada kata azwajika (istri-istrimu/Rasul) yang 
terdapat pada ayat sebelumnya. Indikator lain, pada bagian akhir dengan jelas disebut 
dengan ahlu al-bait. Sementara itu, jika menujuk pada kondisi sosial umat Islam pada 
masa awal diketahui bahwa alasan perempuan untuk keluar rumah tidak terbatas pada 
kebutuhan-kebutuhan syari’at semata, melainkan termasuk di dalamnya karena 
tuntutan profesi (pekerjaan). Bahkan, apapun bentuk profesi itu selama dilaksanakan 
secara bertanggung jawab.  
Mengenai Hak dan Kewajiban Suami  Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: 
(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.60 
Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri berbeda dari kewajiban 
suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang, kemudian seorang suami yang 
mempunyai istri  telah diatur oleh pasal 80 KHI yang di ungkapkan sebagai berikut: 
Pasal 80 KHI. 
(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi 
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh 
suami istri bersama. 
(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
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(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan 
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, 
nusa, dan bangsa. 
(4)  Sesuai dengan penghasilannya suami menaggung: 
a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. 
b. Biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 
c. biaya pendidikan bagi anak. 
(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4)  huruf a dan 
b di atas mulai berlaku sesudah  ada tamkin sempurna dari istrinya. 
(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruuf a dan b. 
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.61 
Mengenai kewajiban seorang suami untuk menyediakan rumah kediaman bagi 
istrinya dan untuk bertempat tinggal bagi keduanya, ini disebutkan dalam QS at-
Talaq/65:6 
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Terjemahnya: 
 
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 
(hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang 
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah 
kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain 
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.62 
 
 Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia nomor 1 Tahun 1974 BAB VI 
Tentang Hak dan Kewajiban Suami-istri Pada Pasal 30 yang berbunyi : 
“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”63 
 
 
 
 
 
 
 
D. Hak dan Kewajiban Istri 
1. Hak Istri 
Yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga adalah kewajiban 
seorang istri, termasuk dalam hal belanja, biaya rumah tangga yang diusahakan oleh 
                                                             
62Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 559. 
63Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Jakarta: Indonesia 
Legal Center Publishing, 2009), h. 22. 
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suaminya dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Seperti yang 
tercantum dalam QS al-Nisā/4:34 
Terjemahnya:  
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.64 
Keluarga diibaratkan seperti batu bata pertama dalam sebuah bangunan 
masyarakat. Apabila keluarga baik, maka masyarakat pun akan ikut menjadi baik dan 
sebaliknya jika keluarga rusak, maka masyarakat akan menjadi rusak pula. Oleh 
karena itu, Islam memberikan perhatian kepada urusan keluarga dengan perhatian 
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yang sangat besar, sebagaimana Islam juga mengatur hal-hal yang dapat menjamin 
keselamatan dan kebahagiaan keluarga tersebut. Islam mengibaratkan keluarga 
seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama antara dua orang. 
Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami.  
Islam menentukan hak-hak di antara keduanya yang dengan menjalankan hak-
hak tersebut, maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan lembaga. Islam 
menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak 
mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi. 
Hak-Hak Istri atas suami, Allah swt. berfirman dalam QS Al-RÛm/30:21 
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.65 
Dalam al-Qur’an, mengatakan bahwasanya seorang wanita memiliki 
kesamaan dengan laki-laki dalam semua hak, kecuali satu perkara yang diungkapkan 
oleh Allah swt dengan firman-Nya dalam QS al-Baqarah/02:228 
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Terjemahnya: 
"…Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada istrinya."66 
Dan hak-hak istri maupun kewajiban-kewajiban mereka menurut cara yang 
ma’ruf telah diketahui di kalangan masyarakat dan apa yang berlaku pada kebiasaan 
masyarakat itu mengikuti syari’at, keyakinan, adab dan kebiasaan mereka. Hal ini 
akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan istrinya 
dalam keadaan apa pun. Jika ingin meminta sesuatu kepada istrinya, suami akan ingat 
bahwa sesungguhnya ia mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada istri 
sesuatu yang semisal dengan apa yang ia minta. Oleh karena itu, Ibnu ‘Abbas 
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Radhiyallahu anhuma berkata: “Sesungguhnya aku berhias diri untuk istriku 
sebagaimana ia menghias diri untukku”.67 
2. Kewajiban Istri 
Ketika seorang muslim telah mengucapkan akad dalam prosesi pernikahan, 
berarti nahkoda pernikahan sudah mulai dijalankan. Suami dan istri harus merapat 
untuk bekerjasama, melakukan kewajibannya masing-masing dan memperoleh hak-
hak mereka seperti yang sudah dijanjikan dan dijelaskan dalam agama Islam. 
Baik UU ataupun KHI sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan 
yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan 
syari’at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, 
sudah barang tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari 
suami maupun istri. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai 
media untuk merealisasikan syari’at Allah agar mendapatkan kebaikan di dunia dan 
di akhirat.  
Dari sisi hak dan kewajiban seorang istri terhadap suaminya menurut syariat 
Islam, ternyata masih banyak muslimah yang telah menjadi seorang istri dari 
suaminya belum mengetahui secara benar apa saja kewajiban pokok bagi seorang 
istri. Dalam agama Islam, kewajiban seorang istri terhadap suaminya hanya ada dua, 
yaitu:  
a. kewajiban melayani suami secara biologis  
                                                             
67Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Panduan Fiqih Lengkap (Jakarta: Pustaka 
Ibnu Katsir, 2007).  
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b. kewajiban taat pada suaminya dalam segala hal selain maksiat. 
Dalam suatu hadits, diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A, bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: 
 ِِهْتَأت ْمَلَف ِهِشاَِرف َىلِإ َُهَتأَرْما ُلُج هرلا اََعد َاذِإ ىهتَح ُةَِكَئلاَمْلا اَهْتََنَعل اَهَْيلَع َنَابْضَغ َتَاَبف 
 َِحبُْصت68 
Artinya :  
“Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu sang istri tidak 
mendatanginya, hingga dia (suaminya) bermalam dalam keadaan marah 
kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba.” (HR. Bukhari). 
 
Istri taat pada suami bermacam-macam bentuknya. Misalnya menjaga harta 
suaminya saat ditinggal pergi, tidak memasukan laki-laki lain kedalam rumah tanpa 
izin suaminya, tidak meninggalkan rumah kecuali dengan izin suaminya, menjaga 
kehormatannya, dan lain-lain. 
Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa>/4:34 
 
68Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz III (Bairut: Dar 
Ibnu Katsir, 1987), h. 1182. 
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”69 
 
Diantara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah; 
a. Taat dan patuh kepada suami; 
b. pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman; 
c. Mengatur rumah dengan baik; 
d. Menghormati keluarga suami; 
e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami; 
f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju; 
g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami; 
h. Selalu berhemat dan suka menabung; 
i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami; 
j. Jangan selalu cemburu buta.70 
Menurut perundang-undangan Indonesia hak istri terhadap suami ada dua:  
                                                             
69Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 84. 
70H.M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2010), h. 158.  
Terjemahnya:  
60 
 
 
 
1. Istri wajib berbakti kepada suami. 
2. Istri wajib mengatur rumah tangga.71 
Adapun kewajiban istri terhadap suami disebutkan dalam pasal 37, begitu 
menerima mahar istri wajib patuh kepada suami untuk tinggal dirumah yang telah 
disediakan suami, atau pindah kerumah yang diinginkan suami, meskipun harus 
keluar negeri, sepanjang tempat itu aman untuk isteri dan tidak ada perjanjian 
sebaliknya ketika melakukan akad nikah. Sebaliknya, jika istri tidak patuh kepada 
suami, nafkah hilang dengan sendirinya.72 
Ada beberapa kewajiban dan hak yang saling berbeda antara perempuan 
sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu dan juga sebagai anggota masyarakat: 
a. Kewajiban dan hak perempuan sebagai anak 
1. Kewajiban perempuan sebagai anak juga sebagaimana kewajiban-kewajiban 
perempuan secara umum. 
2. Hak perempuan sebagai anak seperti mendapatkan kasih sayang dari kedua 
orang tuanya, memilih pasangan hidup. 
b. Kewajiban dan hak perempuan sebagai istri 
1. Kewajiban perempuan sebagai istri 
                                                             
71Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan, h. 283. 
72Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan, h. 285. 
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Peran istri bukanlah peran yang mudah. Perempuan bukan saja harus dapat 
memainkan peran sebagai kekasih suami, tetapi hendaknya pada situasi-situasi 
tertentu ia mampu berlaku sebagai ibu, sahabat, bahkan pelindung suami.73 
Kewajiban perempuan sebagai seorang istri merupakan hak suami, yaitu istri 
wajib mengatur urusan rumah tangganya. Seorang istri berkewajiban mengurus 
rumah tangganya sebaik mungkin. Dengan demikian, kegiatan profesi tidak boleh 
sampai menghalangi pelaksanaan tanggung jawabnya dan kewajibannya. 
Bagaimanapun, urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab utama perempuan 
yang sudah berkeluarga.  
Tanggung jawab istri terhadap rumah tangganya tidak harus dimaknai bahwa 
segala rutinitas pekerjaan rumah adalah tanggung jawab istri untuk 
menyelesaikannya. Suami istri harus mampu membagi peran yang seimbang dalam 
rumah tangga agar tidak menjadikan pekerjaan rumah tangga itu sebagai beban berat 
yang harus dipikul oleh istri sendiri. Suami dan istri sama-sama berhak mendapatkan 
ketenangan, ketenteraman, rasa akrab dan menyatu dengan keluarga, istirahat yang 
cukup sehingga tidak menjadikan istri layaknya seorang pembantu rumah tangga, di 
samping perhatian dan kasih sayang. Bagi istri, walau turut andil dalam menjalankan 
kegiatan yang bersifat professional, rumah tetap menjadi taman syurgawi, tempat dia 
                                                             
73Gina Puspita, Menghadapi Peran Ganda Perempuan (Bandung, Pustaka Hidayah, 1997), h. 
202. 
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menikmati kepuasan dan ketenangan batin, karena di sanalah ia mendapatkan 
perhatian dan kasih sayang suaminya.74 
2. Hak perempuan sebagai istri 
Di antara hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah: mendapatkan 
kasih sayang suami, mendapatkan kenikmatan seksual, hak untuk menceraikan, hak 
untuk memilih, hak untuk memiliki keturunan dan hak untuk menentukan 
kehamilan.75 
c. Kewajiban dan hak perempuan sebagai ibu 
Perempuan sebagai ibu berkewajiban mengasuh dan merawat anak. Akan 
tetapi dia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya. Kebanyakan 
orang percaya bahwa perempuan sudah sewajarnya hidup di lingkungan rumah 
tangga. Karena itu, ia disebut “Ibu Rumah Tangga” sebagai suatu kehormatan.76  
Perempuan sebagai ibu rumah tangga dituntut penuh tanggung jawab dan 
tidak tersedianya masa cuti. Dalam hal seperti ini masih ada anggapan bahwa 
perempuan seharusnya bangga menjadi ratu rumah tangga yang hanya berkutat dalam 
lingkup domestik yang didasari asumsi bahwa semua ini sesuai dengan ketentuan 
agama. Meski demikian, harus disadari bahwa salah satu fungsi perempuan yang 
terpenting dalam keluarga adalah sebagai ibu, pendidik utama dan pertama bagi anak-
                                                             
74Fatmawati, Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam di Sulawei 
Selatan (Makassar, 2008), h. 96. 
75Fatmawati, Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam di Sulawei 
Selatan, h. 97. 
76Lihat Tapi Omas ihromi, dalam M. Atho Mudzhar, Perempuan dalam Masyarakat: Akses, 
Pemberdayaan dan Kesempatan (Cet. I; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 177. 
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anaknya, khususnya pada masa usia balita. Hal ini disebabkan  karena pada masa-
masa awal pertumbuhannya, anak lebih banyak berhubungan dengan ibunya daripada 
bapaknya. Oleh karenanya, sifat dan emosi ibu yang sedang hamil akan berpengaruh 
terhadap janin yang dikandungnya.77 
 
d. Kewajiban perempuan dalam masyarakat 
Perempuan sebagai anggota masyarakat mengemban misi antara lain: menjaga 
kestabilan pikiran dalam masyarakat karena kehadirannya yang bermanfaat dalam 
masyarakat, menerangkan landasan kebudayaan masyarakat melalui kehadirannya 
sebagai faktor pemicu bangkitnya telaah ilmiyah kebudayaan dengan pemikiran yang 
sungguh-sungguh.78 
E. Hak dan Kewajiban Bersama Suami-Istri 
Rumah tangga merupakan batu atau pondasi pertama dalam sebuah bangunan 
mujtama’ (masyarakat), jika setiap keluarga itu baik maka seluruh mujtama’ 
(masyarakat) menjadi baik, jika ia rusak maka seluruh mujtama’ menjadi rusak. Oleh 
karena itu, Islam memberi perhatian yang besar terhadap persoalan usrah dan telah 
menetapkan pedoman yang diharapkan mampun menjamin keselamatan dan 
kebahagiaan rumah tangga.  
                                                             
77Lihat Zakiah Daradjat, Islam dan Peranan Perempuan (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 
1978), h.11. 
78Fatmawati, Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam di Sulawei 
Selatan, h. 110. 
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Islam telah menetapkan hak-hak bagi setiap orang dari dua orang yang 
berserikat (suami dan istri). Dengan terlaksananya hak-hak tersebut, akan memberi 
jaminan bagi kestabilan bangunan rumah tangga dan Islam sangat menganjurkan 
kepada masing-masing dari kedua belah pihak agar menunaikan kewajibannya dan 
supaya menutup mata terhadap apa yang kadang-kadang terjadi dalam bentuk sikap 
memandang enteng terhadap kewajibannya.  
Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami istri itu terpisah, jadi 
masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya 
dengan sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi 
hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta  bawaan masing-masing sebelum 
terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa 
perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, 
hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam 
perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:79 
Harta masing-masing suami istri yang telah dimiliknya sebelum kawin, baik 
diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut dengan 
harta bawaan. 
Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam 
hubungan perkawinan, tetapai diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama 
                                                             
79Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 99. 
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maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, waris ataupun 
wasiat untuk masing-masing. 
Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas 
usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta  pencaharian. 
Kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini harus diartikan secara timbal 
balik  bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah merupakan hak dari istri, 
demikian sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak dari suami. 
Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan isteri mempunyai hak dan 
tanggung jawab secara bersama, yaitu:  
a. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini 
merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami 
halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap 
suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri 
yang dilakukan secara bersamaan.   
b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh 
melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.  
c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila 
salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum  bersentuhan.  
d. Anak mempunyai nasab yang jelas.  
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e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan 
kemesraan dalam kedamaian hidup.80 
Menurut Amir Syarifuddin, hak bersama suami istri ini adalah hak bersama 
secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain, begitupun dengan 
kewajiban suami dan istri. 
 
 
 
Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:81 
a. Bolehnya bergaul dengan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat 
sebenarnya dari perkawinan itu. 
b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya 
hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan 
mushaharah. 
c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi 
pihak lain bila terjadi kematian. 
Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya 
perkawinan itu adalah: 
                                                             
80H.M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah, h. 154. 
81Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, h. 163. 
67 
 
 
 
a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan 
tersebut. 
b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa 
rahmah. 
Dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 juga diatur hak dan kewajiban 
bersama menjadi antara suami dan istri. Hak dan kewajiban bersama menjadi alat 
yang dapat memperteguh ikatan perkawinan antara kedunya, dengan bersama-sama 
bertanggung jawab terhadap apapun yang menjadi hak dan kewajibannya. Hak dan 
kewajiban bersama itu sebagai berikut:82 
a. Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 
menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30). 
b. Memiliki kediaman atau tempat tinggal yang tetap (pasal 32). 
c. Saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir 
batin yang satu kepada yang lain (pasal 33).  
Adapun hak bersama suami istri tertuang dalam pasal 31 ayat (2) bahwa suami 
istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. Masing-masing dapat bertindak 
sendiri dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Hal ini berimplikasi pada 
kesimpulan bahwa masing-masing suami istri juga harus mampu bertanggung jawab 
terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. 
                                                             
82Saidah, Posisi Perempuan Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif 
Hukum Islam (Makassar, 2015) h. 224. 
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Pasal demi pasal yang mengurai tentang hak dan kewajiban suami istri dalam 
rumah tangganya adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami 
istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk 
keturunan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menciptakan 
sebuah keluarga yang harmonis diharapkan kepada suami istri untuk melaksanakan 
kewajiban dengan baik terlebih dahulu, kemudian menuntut haknya. Bukan 
sebaliknya, menuntut apa yang menjadi haknya tetapi mengabaikan kewajiban-
kewajibannya.83  
F. Teori Hukum Islam 
Adapun beberapa teori hukum Islam dalam pembahasan ini antara lain: 
Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke 
Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad I Hijriyah atau abad ke VII 
Masehi yang dibawah oleh para saudagar Arab.84 
Bersamaan dengan itu hukum Islam berjalan sesuai dengan masuknya Islam di 
Indonesia. Untuk kejelasan sejarah dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia 
dapat kita lihat pada teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sebagai 
berikut: 
1. Teori Kredo 
                                                             
83Saidah, Posisi Perempuan Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif 
Hukum Islam, h. 225. 
84Amir Nuruddin dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana; 
Perpustakaan Nasional, 2004), h. 2. 
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Teori kredo atau teori syahadat adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan 
hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai 
konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan dari Surat al-
Baqarah ayat 179. 
Hukum Islam telah dilaksanakan oleh masyarakat, tidak semata-mata di Aceh 
tetapi juga ditempat lain dan telah menjadikannya sebagai hukum yang hidup (living 
Law). Tidak semata-mata dalam bidang hukum perdata tetapi juga pidana, bahkan 
dalam bidang hukum tata negara.85 Dengan demikian, hukum Islam pada masa itu 
berlaku sesuai teori otoritas hukum Islam yang dijelaskan oleh Gibb. Ia menyatakan 
bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah 
menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.86  
Menurut analisis Jaih Mubarak sebagaimana dikutip oleh Dedi Supriyadi, 
bahwa teori ini bersifat idealis karena tidak dibangun lebih banyak berdasarkan 
doktrin Islam dan cendrung mengabaikan pengujian empirik di lapangan. Meskipun 
Gibb sendiri mengakui tingkat ketaatan masyarakat Islam terhadap hukum Islam 
mesti berbeda-beda, karena tergantung pada kualitas ketakwaan kepada Allah, 
                                                             
85Amrullah, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasiaonal, Mengenang 65 Tahun 
Bustanul Arifin (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), h. 69-81. 
86H.A.R. Gibb, The Modern Trends In Islam, 1950, sebagaimana dikutip oleh Imama 
Asyaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi pembangunan 
Hukum Nasional (Cet I: Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006), h. 69.  
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sehingga ada yang taat terhadap seluruh hukum Islam dan ada pula yang taat hanya 
kepada sebagian aspek hukum Islam.87 
Teori ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam Mazhab, 
seperti Syafi’I dan Abu Hanifah ketika menjelaskan teori mereka tentang politik 
hukum Internasional Islam dan hukum pidana Islam. Mereka mengenal teori 
teritorialitas dan non teritorialitas. Teori terioritas dari Abu Hanifah menyatakan 
bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam selama ia berada di 
wilayah hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam 
Syafi’i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan 
hukum Islam ketika hukum Islam diberlakukan sekalipun dalam wilayah ketika Islam 
tidak diberlakukan.88 Pemahaman tersebut tentu saja relevan dengan kondisi 
masyarakat Indonesia yang sebagian bermazhab Syafi’i. Oleh karena itu teori ini pada 
dasarnya sudah mengakar ke setiap individu di samping diperkuat oleh mazhab 
Syafi’i dan mazhab Hanafi. 
2. Teori Receptio in Complexu 
Sebelum pemerintah kolonial Belanda datang ke Indonesia, hukum yang 
berlaku di bumi Nusantara ini adalah hukum Islam bagi penduduk yang Bergama 
Islam dibawah kewenangan para Sultan dan hukum adat bagi penduduk yang bukan 
beragama Islam. Ketika VOC (Vereenigde Oos Indische Compagnie) datang ke 
                                                             
87Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai 
Indonesia (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 310.  
88Juhaya S. Praja, Hukum Islam di IndonesiaPemikiran dan Praktek (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1991), h. 143. 
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Indonesia pada tahun 1596 suasana mulai berubah. Misi VOC sebagai perpanjangan 
tangan pemerintah Belanda mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedagang dan 
sebagai organ pemerintah Belanda, agar kedua fungsi itu dapat berjalan bersamaan. 
VOC menggunakan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Belanda pada 
daerah yang telah dikuasai serta membentuk badan peradilan, tapi karena pengaruh 
hukum masyarakat sangat kuat, maka usaha VOC ini banyak mengalami hambatan 
dalam pelaksanaannya. Teori ini menyatakan di Indonesia berlaku hukum Islam 
walaupun dengan sedikit penyimpangan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh 
Van Den Berg (1845-1927). Van Den Berg berpendapat bahwa hukum mengikuti 
agama yang dianut oleh seseorang, jika ia beragama Islam maka hukum Islamlah 
yang berlaku baginya. Menurutnya, orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi 
hukum Islam menjadi kesatuan yang utuh.89 
Teori Receptio in Complexu mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku 
penuh hukum Islam walaupun masih dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-
penyimpangan. Teori ini dalam konteks Indonesia dibentuk berdasarkan amaliah 
umat Islam yang begitu terikat dengan hukum Islam di bidang ibadah dan aḥwāl 
syakhṢiyah. 
3. Teori Receptie 
Pelopor teori ini adalah Cristian Snouck Hurgronje (1875-1936), yang 
merupakan penasehat Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Dalam hal ini, 
                                                             
89Muh. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1977), h. 54. 
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Cristian Snouck Hurgronje menentang pendapat Van Den Berg dengan teori receptie 
in complexu-nya. Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi dasarnya berlaku 
hukum adat. Hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam telah diterima oleh 
masyarakat.90 
Pendapat Cristian Snouck Hurgronje ini dikenal dengan teori reseptie, 
menurutnya hukum Islam tidak berlaku dalam masyarakat Islam, yang berlaku adalah 
hukum adat, yang telah masuk unsur-unsur Islamnya, tetapi hukum Islam yang 
berlaku dalam masyarakat adat itu, bukan lagi hukum Islam karena telah menjadi 
hukum adat.91 Hukum Islam akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan 
pemeluknya, apabila hukum Islam tersebut telah diresepsi oleh hukum adat. Belanda 
senantiasa mendekati golongan masyarakat yang akan menghidupkan hukum adat, 
mendorong kepada mereka untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada 
pemerintah Belanda. 
4. Teori Receptie Exit 
Teori ini lahir sebagai reaksi dari teori receptie pemerintah kolonial Belanda 
di Indonesia yang bersumber dari ajaran Snouck Hurgronje yang dikukuhkan dengan 
pasal 134 ayat (2) IS. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Hazairin dalam suatu 
rapat kerja departemen kehakiman di Salatiga tahun 1950. Hazairin mengemukakan 
suatu analisis dan pandangan agar hukum Islam itu diberlakukan kembali, 
                                                             
90Tjun Sumardjan, Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentuknya (Bandung: 
Rosdakarya, 1991), h. 124. 
91Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrapindo, 1997), h. 16. 
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sebagaimana teori receptie in complexu, tidak berdasarkan oleh hukum adat 
sebagaimana yang diatur oleh teori receptie.92  
Menurut teori receptie exit, pancasila-lah yang paling tepat untuk dijadikan 
rujukan bagi segala hukum di Indonesia karena pancasila adalah dasar dan falsafah 
kenegaraan dari bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, menurut 
Huzairin sebagaimana dikutip oleh Idris Ramulyo, bahwa di atas demokrasi pancasila 
masih ada kedaulatan lagi yang harus diperhatikan, yaitu kedaulatan Allah swt. yang 
disebut ketuhanan yang maha esa dalam sila pertama pancasila. Sehingga dalam 
pembentukan hukum, maka harus berpegang teguh pada ajaran kedaulatan Tuhan.93 
5. Teori Receptie a Contrario 
Teori ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib dalam bukunya Receptie a 
Contrario: hukum adat dengan hukum Islam, merupakan kelanjutan atau 
pengembangan dari teori receptie exit. Teori receptie secara harfiah lawan dari teori 
receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi umat Islam kalau hukum adat 
tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya menyangkut hukum perkawinan 
dan kewarisan, bagi orang Islam, berlaku hukum Islam, karena hal itu sesuai dengan 
cita-cita batin, dan moralnya. Sedangkan hukum adat baru berlaku, jika tidak 
bertentangan dengan hukum Islam.94 
                                                             
92Agus Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1986), h. 13.  
93Ramulyo Mohd Idris, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan 
Hukum Perkawinan (Cet. I; Ind, Hiil Co, t,th,), h. 69. 
94Sajuti Thalib, Receptio a Contrario: Hukum Adat dengan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Bina 
Aksara, 1985), h. 6-10. 
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Lebih lanjut teori ini mengemukakan bahwa di dalam negara Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, semestinya orang-orang yang 
beragama Islam harus taat kepada hukum agamanya. Kemudian hukum adat dapat 
berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun demikian jika 
bertentangan antara adat dan syarak, maka diusahakan agar dikompromikan, seperti 
pernyataan ini “jika engkau menghadapi persoalan dalam masyarakat, kemudian 
tertumbuk langkah, maka berpeganglah pada adat, jika masih tertumbuk langkah, 
maka berpeganglah pada sarak, karena sarak adalah keputusan Tuhan”.95  
6. Teori Eksistensi 
Teori ini dikemukakan oleh H. Ichtijanto S.A., menjelaskan bahwa hukum 
Islam ada dalam hukum nasional Indonesia, yaitu terdapat dalam Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1960. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977, Undang-Undang No. 
1974 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Menurut Ichtijanto sebagaimana 
dikutip oleh Cik Hasan Bisri, bahwa bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum 
nasional Indonesia yaitu; (1) ada, dalam arti sebagai bagian integral hukum nasional 
Indonesia; (2) ada, dalam arti adanya dari kemandiriannya yang diakui adanya dan 
kekuatan wibawahnya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum 
nasional, (3) ada, dalam hukum nasioanal dalam arti norma hukum Islam berfungsi 
                                                             
95Ahmad M. Sewang, Sejarah PelaksanaanSyariat Islam di Sulawesi Selatan, dalam Jurnal 
Mimbar Hukum, No.63 (Jakarta: Al-Hikmah dan DITPINPERA XV, 2004), h. 114. 
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sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. (4) ada, dalam arti sebagai 
bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.96 
Menurut teori eksistensi, dalam pembangunan hukum Indonesia tidak boleh 
mengabaikan nilai-nilai batin yang terdapat dalam ajaran agama. Menjadi ajaran 
hukum tersendiri, maka negara berkewajiban menciptakan hukum baru yang berasal 
dari hukum agama Islam dalam tatanan hukum nasional. Dalam hukum baru yang 
diciptakan, hendaknya teori receptie tidak boleh lagi digunakan dalam tata hukum 
nasional sebab bertentangan dengan ajaran agama. Khusunya ajaran Islam, dalam tata 
hukum nasional hendaknya moral agama masuk dan berada di dalamnya, mempunyai 
fungsi untuk mempengaruhi ajaran dan rumusan hukum.97 
7. Teori Eklektisisme 
Teori ini dikemukakan oleh A. Qodri Azizy dalam bukunya yang berjudul 
“Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum.” 
Menurutnya, bahwa dalam perkembangan hukum di dunia telah terjadi dan akan 
selalu terjadi eklektisisme dalam sistem hukum. Tampaknya akan selalu terjadi 
kompetensi yang orientasinya pada masa depan mana diantara sistem hukum yang 
                                                             
96Cik Hasan Bisri, Hukum Islam di Indonesia, Pengembangan dan Pembentukan (Bandung: 
Rosda Karya, 1991), h. 137. 
97Ichtijanto, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Moral, dalam Politik Pembangunan 
Hukum Nasional (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 75. 
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ada di dunia yang akan mampu memberikan kemanfaatannya lebih besar untuk 
kemajuan peradaban dunia dimasa yang akan datang.98 
Diantara perolehan-perolehan positif dari hukum Islam ada beberapa institusi 
hukum seperti perkongsian terbatas dari beberapa dasar-dasar teknik tertentu 
mengenai hukum dagang. Namun meskipun dengan menghilangkan ini semua, tidak 
dapat diragukan bahwa standar etika yang tinggi dari beberapa bagian tertentu hukum 
Islam telah bertindak untuk mendukung pengembangan konsep-konsep kita yang 
modern dan disanalah terletak kebaikan/jasa yang abadi (dari hukum Islam kepada 
hukum Eropa).99 
8. Teori Sinkretisme 
Teori ini dikemukakan oleh Hooker setelah sebelumnya melakukan penelitian 
di beberapa daerah di Indonesia. Menurut Hooker, yang dikutip al-Syaukani bahwa 
kenyataan membuktikan bahwa tidak ada satupun sistem hukum, baik hukum adat 
maupun hukum Islam yang saling menyelisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai 
daya ikat sederajat, yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran 
hukum masyarakat. Kesadaran derajat berlakunya kedua sistem hukum ini tidak 
selamanya berjalan dalam alur yang searah. Pada saat tertentu, dimungkinkan 
                                                             
98A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum 
(Cet. I; Yogyakarta: Gama Insani, 2002), h. 103. 
99A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, h. 
100. 
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terjadinya konflik, seperti digambarkan dalam konflik antara hukum adat dengan 
hukum Islam di Minangkabau atau konflik antara santri dan abangan di Jawa.100 
Pada realitas bahwa antara sistem hukum adat dan sistem hukum Islam 
mempunyai daya berlaku sejajar dalam suatu masyarakat bahwa antara sistem hukum 
adat dan sistem hukum Islam mempunyai daya berlaku sejajar dalam suatu 
masyarakat tertentu. Daya berlaku sejajar tidak muncul begitu saja tetapi melalui 
sebuah proses yang amat panjang. Kondisi ini bisa terjadi karena sifat akomodatif 
Islam terhadap budaya lokal. Mengakibatkan terjadinya hubungan erat antara nilai-
nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Eratnya 
hubungan tersebut menghasilkan suatu sikap rukun, saling memberi dan menerima 
dalam bentuk tatanan baru yaitu sinkretisme.101  
Terkait dengan adanya beberapa teori hukum Islam tersebut yang menjadi 
teori utama dalam pembahasan ini adalah teori receptive a contrario karena teori 
inilah yang menyangkut dengan hukum-hukum keluarga seperti perkawinan.  
G. Kerangka Konseptual 
Islam tidak membedakan manusia, artinya ajaran Islam adalah persamaan 
antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan 
keturunannya. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau 
                                                             
100A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, h. 
101. 
101A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, h. 
102. 
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merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah swt. 
Kerangka konseptual dapat dilihat pada skema berikut ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Hukum Islam 
Istri Sebagai Pencari Nafkah 
Utama 
Motivasi Dampak Solusi 
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Pemberian nafkah telah diatur dalam hukum Islam, yaitu dalam al-Qur’an, 
hadis dan ijtihad.  Pada penelitian ini terfokus pada istri yang menjadi pencari nafkah 
utama dalam keluarga, kemudian akan diuraikan faktor yang menjadi motivasi sang 
istri dalam mencari nafkah, apakah karena faktor sosial, ekonomi maupun personal. 
Juga diuraikan dampak yang ditimbulkan ketika istri menjadi pencari nafkah utama, 
baik itu dampak dampak positif maupun dampak negatif. Setelah mengetahui 
motivasi, dampak yang ditimbulkan dan solusi terhadap istri yang menjadi pencari 
nafkah utama dalam keluarga, maka ditariklah kesimpulan.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexi J. Moleong, penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek pelelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 
dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah.1 
Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap 
teori, kebijakan dan masalah-masalah sosial. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi 
dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri 
dari perilaku, kejadian, tempat dan waktu. Schumacher dalam bukunya Nana Syaodih 
Sukmadinata mengatakan bahwa secara umum penelitian kualitatif mempunyai dua 
tujuan yaitu: a. Menggambarkan dan mengungkap, b. Menggambarkan dan 
menjelaskan.2 
                                                             
1Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2010), h. 6. 
2Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. IV; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2008), h. 96. 
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Penelitian kualitatif ini memberikan gambaran dan penjelasan yang sistematis 
dan natural mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah 
Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Adapun 
pertimbangan memilih lokasi penelitian ini adalah: 
a. Berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan banyaknya istri yang bekerja 
sebagai PNS menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya . 
b. Sangat kurang penelitian yang pernah dilakukan di Kecamatan Enrekang 
Kabupaten Enrekang. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Pendekatan sosiologis, mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, 
termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun teori sosiologis yang berkaitan 
dengan penelitian ini yaitu teori interaksionisme simbolik yakni pada prinsip 
dasar teori ini adalah manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan 
pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial. Dalam proses interaksi ini, 
manusia mempelajari makna dan simbol-simbol yang mengarahkan pada 
kapasitas menjadi berbeda dengan lainnya. Makna dan simbol memungkinkan 
manusia untuk bertindak dan berinteraksi secara berbeda.3 
                                                             
3Herbert Blumer, Symbolic Interactionism: Perspective and Method, University of California 
Press, 1986. 
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2. Pendekatan normatif, yaitu menelaah dalil-dalil (al-Qur’an, hadis, maupun 
pendapat para ulama), khususnya yang berhubungan dengan istri yang 
mencari nafkah. 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer 
dan data sekunder. 
1. Data primer adalah data yang utama atau data penting, biasa juga disebut data 
mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang 
masih memerlukan pengolahan lebih lanjut kemudian barulah data tersebut 
memiliki arti.4 Sumber data dari penelitian ini adalah Hasna, Rasmawati, 
Juharianti, Hastuti. 
2. Data Sekunder adalah data pendukung, jenis data ini diperoleh melalui hasil 
pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak 
berkaitan langsung dengan objek penelitian, akan tetapi mengetahui keadaan 
istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Disisi lain, data 
sekunder diperoleh dari referensi, baik itu berupa majalah, jurnal, buku-buku, 
maupun berbagai hasil penelitian yang relevan. 
 
 
 
                                                             
4Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2005), h. 122.  
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D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan 
sekunder. Data primer berarti data yang diperoleh melalui field research atau 
penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview. 
Sedangkan data sekunder berarti data yang diperoleh melalui library research 
atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan bahan tersebut dari  peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan dengan penelitian ini. Adapun tekhnik pengumpulan data adalah: 
1.  Pengamatan (Observasi) 
Observasi/pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut 
adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti.  
2.  Wawancara 
Wawancara atau interview terpimpin5 adalah cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan 
untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta 
pendapat-pendapat mereka. 
 
 
 
 
                                                             
5Wawancara atau interviu terpimpin, yaitu mengadakan tanya jawab atau dialog dengan 
menggunakan pedoman atau garis-garis besar tentang masalah yang akan diteliti, Cholid Narbuko dan 
Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian  (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 84. 
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3.  Dokumentasi  
Dokumentasi/pengumpulan6 adalah mengambil informasi melalui sebuah 
pendokumentasian dalam bentuk video dan gambar-gambar lain yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi intrumen atau alat penelitian adalah 
peneliti sendiri. Penelitian sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian yang dimana peneliti akan mengambil data berupa observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Di dalam penelitian nantinya, agar validitas hasil penelitian bisa 
bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data. Maka peneliti melakukan 
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 
membuat kesimpulan atas temuan nantinya.7  
Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu: 
a. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 
pengumpulan data  pada proses penelitian. 
b. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang 
dipakai dalam mengumpulkan data. 
c. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung 
atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian. 
                                                             
6Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Pusat Bahasa 2008),  h. 361. 
7Neong Muhajir, Metedologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 
1998), h. 306. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini adalah dengan 
mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, 
dokumentasi, wawancara) kemudian mereduksi data, merangkup, memilih hal-hal 
pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi pemborosan 
sebelum verifikasi/kesimpulan peneliti dapatkan. 
Reduksi data adalah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data adalah menampilkan data 
dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan. 
Pengambilan kesimpulan adalah mencari simpulan atas data yang direduksi dan 
disajikan. 
G. Pengujian Keabsahan data 
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 
tidak  ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 
terjadi  pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data 
menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada  
kemampuan peneliti mengkontruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam 
diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar 
belakangnya. Dalam objek yang sama peneliti yang berlatar belakang pendidikan 
akan menemukan data yang berbeda dengan penelitian yang berlatar belakang  
Hukum, Manajemen, Antropologi, Sosiologi, Kedokteran, Teknik dan sebagainya.  
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Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility 
(Validitas internal),  transferability (validitas eksternal),  dependability (reliabilitas),  
dan confirmability (objektivitas). Dalam menguji keabsahan data peneliti  
menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang  
memanfaatkan hal-hal di luar data untuk menguji kevalidan data yang telah didapat.  
Peneliti memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data hasil wawancara  
dengan data hasil observasi.  
Adapun langkah-langkah yang dilakukan  adalah :  
1. Data yang didapatkan melalui wawancara dibuat transkip wawancaranya; 
2. Transkip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di  
deskripsikan kedalam bentuk tulisan; dan 
3. Data yang telah di deskripsikan di uji keabsahan dengan membandingkan data 
dari berbagai sumber. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Enrekang 
Kecamatan Enrekang berada di ibu kota Kabupaten Enrekang. Pusat dari 
segala kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan maupun dalam pembangunan. 
Kabupaten Enrekang saat ini di pimpin oleh Drs. H. Muslimin Bando, dan yang 
memimpin Kecamatan Enrekang saat ini oleh Andi Fadli Hakim, S. STP., dengan 
jumlah penduduk 30.822 jiwa. Kecamatan Enrekang terbagi enam kelurahan dan dua 
belas desa. 
Adapun yang menjadi batas wilayah Kecamatan Enrekang sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Anggeraja 
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Maiwa 
4. Sebelah Selatan beerbatasan dengan Kecamatan Cendana. 
Jarak Kecamatan Enrekang dengan Kabupaten lain sebagai berikut: 
1. Dari kabupaten Sidrap  :  47 km 
2. Dari Kabupaten Pinrang  :  52 km 
3. Dari Kabupaten Tanah Toraja :  78 km 
4. Dari Makassar   :  243 km 
Adapun Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Enrekang sebagai berikut: 
1. Kelurahan Leoran dengan luas 11, 22 km2 
2. Kelurahan Galonta dengan luas 6, 40 km2 
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3. Kelurahan Juppandang dengan luas 11, 65 km2 
4. Kelurahan Lewaja dengan luas 7, 72 km2 
5. Kelurahan Tuara dengan luas 8, 75 km2 
6. Kelurahan Puserren dengan luas 5, 50 km2. 
Adapun Desa-Desa yang terdapat di Kecamatan Enrekang sebagai berikut: 
1. Desa Ranga dengan luas 23, 98 km2 
2. Desa Kaluppini dengan luas 13, 30 km2 
3. Desa Lembang dengan luas 13, 50 km2 
4. Desa Karueng dengan luas 8, 40 km2 
5. Desa Cemba dengan luas 9, 20 km2 
6. Desa Tungka dengan luas 31, 18 km2 
7. Desa Buttu Batu dengan luas 31, 50 km2 
8. Desa Temban dengan luas 13, 54 km2 
9. Desa Tallu Bamba dengan luas 43, 44 km2 
10. Desa Tokkonan dengan luas 21, 23 km2 
11. Desa Rossoan dengan luas 13, 00 km2 
12. Desa Tobalu dengan luas 17, 68 km2. 
Kabupaten Enrekang menata perekonomiannya dengan mengandalkan potensi 
sumber daya yang dimiliki dan kempuannya mengembangkan potensi tersebut. 
Dalam menata perekonomiannya, pemerintah daerah tersebut telah melakukan 
berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dapat memicu peningkatan sumber 
daya. Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup besar terhadap struktur 
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perekonomian Kabupaten Enrekang. Keberhasilan sektor pertanian mengangkat 
perekonomian masyarakat didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang 
memadai. Ketersediaan lahan yang subur memungkinkan pengembangan berbagai 
komoditas, baik komoditas tanaman pangan maupun berbagai komoditas pertanian 
lainnya. 
Sektor kehutanan dan perkebunan memegang peranan penting dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hutan sebagai tempat kehidupan tanaman 
dan hewan menyediakan berbagai sumberdaya bagi umat manusia. Oleh karena itu, 
kelestarian hutan perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat secara optimal dan 
berkelanjutan. Selain itu hutan juga dapat memberikan kontribusi terhadap 
ketersediaan air dan udara sejuk yang sangat dibutuhkan umat manusia. Sebaliknya,  
kerusakan hutan dapat menyebabkan bencana bagi kehidupan hewan, tanaman dan 
manusia. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kehutanan ikut memberi andil 
terhadap keberhasilan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan sektor 
lainnya. Kawasan hutan di Kabupaten Enrekang cukup luas dan tersebar di beberapa 
kecamatan. Tanaman perkebunan di Kabupaten Enrekang juga cukup beragam dan 
pada umumnya tersebar diberbagai kecamatan pula. 
 
 
B. Peran Istri Dalam Menafkahi Keluarga 
Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga, sehingga sebagai 
ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri dan 
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terkadang tugas-tugas tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi 
keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, seorang perempuan 
harus benar-benar mampu melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan penuh 
tanggung jawab. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga PNS di Kecamatan Enrekang 
dapat dilihat bahwa peran istri sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, karena 
dengan profesinya tersebutlah mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan 
dengan penghasilan sang istri tersebut mereka bisa membangun rumah yang lebih 
layak untuk tempat tinggal mereka. Sebagaimana ungkapan ibu Syamsidar yakni 
“sayaji yang PNS, sayaji yang kerja, jadi rumah sayaji yang perbaiki, pokoknya 
segala-galanya saya yang tanggungi”.1 
Keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan 
mempunyai ukuran yang minimum, terutama pada pihak-pihak yang awalnya 
mengadakan suatu ikatan. Keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total 
yang lahir dan berada didalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepaskan 
ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka kearah pendewasaan. Di dalam keluarga 
terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, 
hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, 
                                                             
1Syamsidar, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 10 April 
2018. 
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berinteraksi satu sama dengan yang lain dan di dalam perannya masing-masing 
menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.2 
Terbentuknya keluarga karena adanya perkawinan antara dua individu yang 
berlainan jenis. Keluarga yang baru dibentuk hanya terdiri dari suami dan istri, yang 
selanjutnya akan disusul oleh anggota lain yaitu anak. Seseorang yang belum 
berkeluarga mempunyai kedudukan dan fungsinya sebagai anak dari orang tuanya. 
Namun setelah mereka berkeluarga sendiri maka mereka mempunyai hak dan 
kewajiban yang baru yaitu hak dan kewajiban sebagai suami istri.3   
Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 
istri atau suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.4 
Dalam kehidupan berkeluarga, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan 
kewajiban, serta peran masing-masing. Peran ayah sangat besar dan penting dalam 
kehidupan suatu keluarga. Ayah memang bukan yang melahirkan anak, akan tetapi 
peran seorang bapak dalam hal perkembangan anak sangat dibutuhkan. Kewajiban 
bapak selain untuk menafkahi keluarga atau memenuhi ekonomi keluarga, juga 
diharapkan menjadi teman dan guru yang baik untuk anak dan istrinya. Ayah sebagai 
kepala keluarga bertanggung jawab penuh pada keadaan keluarga. Ayah harus 
memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, meliputi aspek papan, sandang dan pangan, 
serta kesejahteraan keluarganya. Seorang perempuan mempunyai peran yang penting 
                                                             
2Sayekti Pujosuwarno Bimbingan Dan Konseling Keluarga (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 
1994), h. 37. 
3Sayekti Pujosuwarno, Bimbingan Dan Konseling Keluarga, h. 40. 
4A. Mongid, Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Jakarta: BKKBN, 1995), h. 2. 
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dalam kehidupan suatu keluarga, baik perannya sebagai istri untuk suami maupun 
sebagai ibu untuk anak-anaknya.5 
Fakta yang terjadi di Kecamatan Enrekang menunjukkan bahwa perempuan 
sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan. Sebelumnya 
mereka hanya berada di rumah untuk mengurusi keluarganya saja. Namun seiring 
berkembangnya zaman, situasi dan kondisi saat inipun banyak yang berbeda. Apalagi 
dengan naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin mahal, menyebabkan 
mereka memutuskan untuk bekerja di luar rumah seperti sebagai Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), karena mereka berpikir bahwa menjadi seorang PNS itu bisa 
memperoleh gaji yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 
Sebagaimana ungkapan dari ibu Kamariah: 
“Yang dulunya banyak yang tinggal saja di rumah urus anak seperti ibu saya, 
karena bapak saya yang bekerja sebagai buruh tani jadi ibu tinggal saja di 
rumah memasak, tapi sekarang kan sudah adami namanya kelompok bermain, 
kita titip saja anakta disana kalau mau pergi bekerja”.6 
 
Di dalam kehidupan rumah tangga, seorang perempuan berkewajiban untuk 
melayani suami. Adapun membesarkan anak-anaknya dalam semua aspek yang ada 
dalam kehidupan keluarganya merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan 
istri. Pekerjaan seorang ibu antara lain berbelanja, memasak, mencuci, serta merawat 
anak adalah pekerjaan yang juga dapat dilakukan oleh suami, akan tetapi seorang ibu 
                                                             
5Sayekti Pujosuwarno, Bimbingan Dan Konseling Keluarga, h. 44. 
6Kamariah, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 10 April 
2018. 
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mempunyai peran yang lebih dominan dalam kehidupan suatu keluarga dibandingkan 
dengan peran suami. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang Perkawinan 
No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3 yaitu “Suami adalah kepala keluarga dan istri 
adalah ibu rumah tangga”.7 
Dengan demikian seorang suami menjadi kepala keluarga yang memimpin, 
membimbing dan melindungi keluarga dan gangguan apapun, baik itu lahir maupun 
batin, serta mencari nafkah dan juga keperluan lainnya untuk sang istri dan juga anak-
anaknya. Mendidik serta dapat menjadi suri tauladan bagi anak dan juga istrinya 
merupakan kewajiban seorang kepala keluarga. 
Seorang istri mempunyai kewajiban membantu suami dalam mempertahankan 
rumah tangga, mengatur segala keperluan rumah tangga, memperhatikan pendidikan 
anak, mengatur keuangan sehingga terjadi keselarasan antara pendapatan dan 
kebutuhan dalam rumah tangga. Untuk mendidik anak, ibu memegang peran yang 
paling dominan dibandingkan seorang ayah. 
Kehidupan keluarga yang ada di kecamatan Enrekang, seorang istrilah yang 
justru sangat berperan dalam hal mencari nafkah untuk keluarganya. Jika seorang 
laki-laki sebagai ayah maupun perempuan sebagai ibu di dalam suatu keluarga 
memiliki kewajiban bersama untuk berkorban guna untuk kepentingan bersama pula. 
Kedudukan ayah ataupun ibu di dalam rumah tangga memiliki hak yang sama untuk 
ikut melakukan kekuasaan demi keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan 
                                                             
7Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, h. 8. 
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terhadap seluruh anggota keluarga, akan tetapi yang terjadi pada keluarga ibu 
Syamsidar berbeda, sebagaimana ungkapan dari ibu Syamsidar tersebut: 
“Bapaknya biasa bilang banyak sekali lampu dibayar kalau ada televisi, saya 
bilang biarmi kalau banyak dibayar, adaji gajiku kita aturmi saja, jangan maki 
besar pasak daripada tiang, karena saya tidak mau ribut sama adik-adikku di 
rumah gara-gara ada barang-barang kehilangan, jadi saya itu sembunyikan 
saja kalau bapaknya ada kehilangan saya bilang diam maki saja kalau perlu 
bilang berapa biar ku ganti, karena tidak mungkin saya tinggalkan saya punya 
adik, tidak mungkin juga suamiku la pergi kerja, jadi saya itu di tengah, 
asalkan ada masalah saya kasi tau bilang jangan maki rebut”.8 
 
Status suami istri dalam keluarga adalah sama nilainya, keluarga akan kokoh 
dan berwibawa apabila dari masing-masing anggota keluarga yang ada di dalamnya 
seimbang, selaras dan serasi. Perbedaan posisi antara ayah dan ibu dalam keluarga 
pada dasarnya disebabkan oleh faktor biologis. Secara badaniah, wanita berbeda 
dengan laki-laki. Alat kelamin wanita berbeda dengan alat kelamin laki-laki, wanita 
memiliki sepasang buah dada, suara wanita lebih halus, wanita melahirkan anak dan 
sebagainya. Selain itu, secara psikologis laki-laki akan lebih rasional, lebih aktif, 
lebih agresif. Sedangkan psikologi wanita lebih emosional dan pasif. 
Dalam kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang tidak wajar ketika seorang 
istri turut mampu berbicara dibidang pencarian nafkah dalam keluarga, ketika melihat 
hal yang sedemikian rupa ternyata hal tersebut tidak lepas dari faktor keadaan 
ekonomi keluarga yang memang telah mendesak dalam sebuah rumah tangga, maka 
hal yang sudah menjadi wajar pula bagi masyarakat yang berada di Kecamatan 
                                                             
8Syamsidar, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 10 April 
2018. 
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Enrekang ketika seorang istri yang mencari nafkah dalam keluarganya, salah seorang 
istri berkata demikian pada saat wawancara terkait dengan nafkah utama keluarga. 
Salah seorang istri bernama Kismawati yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil  
(PNS) di Kecamatan Enrekang mengatakan: 
“Saya memang karena sebagai kepala keluarga, karena suami saya sudah 
meninggal jadi walaupun bagaimana titik tumpuannya terhadap saya semua, 
baik anak dan masalah-masalah yang lain saya urus, bahkan sampai keluarga 
saya kasi dorongan begini caranya kalau mau sukses. Apapun itu kalau 
memang ikhlaski itu dari dalam hati itu keikhlasan insya Allah tidak ada 
beban”.9 
 
Apabila dikembalikan pada hak-hak istri dalam rumah tangga maka hal 
tersebut tetap tidak menjadi acuan yang bisa mengatakan bahwa seorang istri tidak 
mendapat perlindungan dalam keluarga, sebab jika dikembalikan pada hak-hak istri 
dalam rumah tangga yakni pemberian nafkah, tempat tinggal yang layak, serta 
pakaian, disini ternyata banyak ibu rumah tangga yang memberikan tanggapan bahwa 
sang suami tetap wajib dalam hal menafkahi keluarga, namun peran sang istri seolah-
olah tampak lebih berperan dalam keluarganya. 
Adapun beberapa informan yang telah saya wawancarai, yakni berjumlah 8 
orang, yang bernama; ibu Syamsidar, Nahria, Kismawati, Ida, Jamilah, Juharianti 
Nurhaeni dan Misriani Akhmad. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut : 
NO 
NAMA 
INFORMAN 
UMUR PEKERJAAN 
NAMA 
SUAMI 
PEKERJAAN 
SUAMI 
KET. 
                                                             
9Kismawati, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 18 Januari 
2018. 
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1 Syamsidar 50 Tahun Guru Arman - Sakit 
2 Nahria 48 Tahun Kepala Sekolah Sugianto - Sakit 
3 Kismawati 53 Tahun Guru Umar - Meninggal 
4 Ida 44 Tahun Kepala Sekolah Muh. Alwi - Mobilitas 
5 Jamilah 31 Tahun Guru Muhajir - Mobilitas 
6 Juharianti 41 Tahun Guru Syarif - Mobilitas 
7 Nurhaeni 54 Tahun Kepala Sekolah Misran - Mobilitas 
8 
Misriani 
Akhmad 
32 Tahun 
PNS Kab. 
Enrekang 
Awaluddin - Mobilitas 
 
Salah satu yang telah diwawancarai terkait dengan istri sebagai pencari nafkah 
utama adalah ibu Juharianti, dia mengatakan bahwa: 
 “Saya bekerja untuk keluarga, suami tidak punya penghasilan tidak apa-apa, 
kita sama-sama punya kewajiban untuk mempertahankan rumah tangga”.10 
 
Dalam kehidupan keluarga yang ada di Kecamatan Enrekang banyak 
masyarakatnya yang merupakan istrilah yang sangat berperan mencari nafkah dalam 
kehidupan keluarga dan ternyata hal tersebut terjadi karena desakan-desakan ekonomi 
yang memang menjadi bagian dalam berkeluarga. Jika dikembalikan pada hakikat 
berkeluarga memang menjadi hal yang biasa ketika seorang istri turut berperan dalam 
hal mencari nafkah keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Syamsidar sebagai 
ibu rumah tangga: 
“Tidak merasa terlalu terbebani karena itu tugas dan tanggung jawab kita yang 
harus kita emban, susah senangnya pasti kita mau hadapi jadi kita mami saja 
membagi waktu untuk keluarga, anak beserta adik saya tiga orang jadi saya 
yang menjadi kepala rumah tangga karena dari ujung kaki sampai ujung 
rambut saya semua yang tanggung jadi sama kayak anakku juga.11  
 
                                                             
10Juharianti, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 19 Januari 
2018. 
11Syamsidar, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 10 April 
2018. 
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Jika melihat dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh ibu rumah tangga 
sebagai istri, sebagai ibu, yang juga sebagai pencari nafkah dalam keluarganya, maka 
dapat dilihat bahwa memang seorang istripun dan juga sebagai ibu rumah tanggapun 
bisa menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Dalam hal mengasuh anak-anak, itu 
bukan hanya pekerjaan istri tapi juga sangat dibutuhkan peran sang suami. Suami dan 
istri harus bekerja sama dalam hal pengasuhan anak sampai anak-anaknya dewasa, 
karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban kedua orang tua untuk mengasuh dan 
membesarkan anak-anaknya. 
Adapun ibu yang memang menjadi pencari nafkah tunggal dalam keluarga 
adalah karena mereka yang statusnya sudah menjadi seorang janda dan harus mencari 
nafkah untuk anak-anaknya. Ibu yang statusnya sebagai janda, mencari nafkah itu 
sudah menjadi kewajibannya karena harus mencari biaya untuk makan dan juga biaya 
pendidikan anak-anaknya. 
Setelah melihat penjelasan dari ibu rumah tangga yang juga sebagai seorang 
istri, dapat dikatakan bahwa mereka mencari nafkah memang dasarnya adalah untuk 
keluarga. Jika memang mencari nafkah itu adalah kewajiban suami, akan tetapi hal 
tersebut tidak menutup kemungkinan jika seorang istripun juga turut mencari nafkah 
keluarga seperti yang terdapat di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. 
C.  Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama 
dan Dampaknya 
Di dalam keluarga kemiskinan adalah situasi atau kondisi dimana seseorang 
atau yang mencari nafkah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu 
97 
 
kebutuhan pangan maupun non pangan. Penanggulangan kemiskinan dan 
ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah pembangunan suatu negara. 
Salaj satu tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang 
sejahtera. Pendapatan merupakan salah satu cara dari indikator untuk mewujudkan 
atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kemiskinan ada pada 
keluarga pra sejarah dan keluarga sejahtera yang menggambaran kemampuan 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tempat tinggal. Perekonomian 
sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga yang bersumber dari 
pendapatan suami yang bertanggung jawab mencari nafkah dan juga sebagai kepala 
keluarga. Namun pada suatu kondisi kemiskinan pada saat ini maka istri juga akan 
ikut berkontribusi bagi pendapatan keluarga, seperti ungkapan dari ibu Kamariah 
yakni “karena sekarang kan masalah ekonomi itu kalau ada penghasilanta juga kan 
beda kalau bapak saja yang berpenghasilan”.12 
Kondisi ekonomi dapat dikaitkan dengan kebutuhan pokok (primer dan 
sekunder), kondisi ekonomi dapat dilihat dari tingkat penghasilan yang minim 
dimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga anggota 
keluarga dalam hal ini adalah ibu rumah tangga melakukan pekerjaan yang 
menghasilkan uang misalnya, seperti yang terjadi di Kecamatan Enrekang yakni ibu 
bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut. 
                                                             
12Kamariah, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 10 April 
2018. 
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Rendahnya pendapatan kepala keluarga membuat setiap anggota keluarga baik 
anak maupun ibu yang memungkinkan untuk bekerja semampu mereka. Mereka 
bekerja untuk menambah pendapatan keluarga demi memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Akan tetapi berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian ini adalah suami 
betul-betul tidak memiliki pekerjaan sehingga istrilah yang kemudian menjadi pencari 
nafkah utama atau menjadi pencari nafkah tunggal dalam keluarganya tersebut. 
Kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai 
kepala keluarga. Akan tetapi dari hasil pengamatan, para istri juga ikut membantu 
suami dalam mencari nafkah untuk keluarga, bahkan ada istri yang menjadi tulang 
punggung atau menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya, hal ini disebebkan 
beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor jumlah tanggungan dan faktor 
ekonomi yang sangat mempengaruhi para istri untuk kemudian menjadi pencari 
nafkah. Kegiatan istri yang mencari nafkah selain bekerja di rumah ada juga yang 
bekerja di luar rumah biasanya didasari oleh faktor pendidikan atau karena keahlian 
yang dimiliki oleh istri. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Ida terkait dengan faktor yang 
memotivasi sang istri dalam mencari nafkah: 
“Kalau memang suami tidak mampu, apa salahnya kalau kita yang berkerja, 
karena kadang itu suami tidak mampu tapi istri mampu ndak apa-apa bertukar, 
misalnya kalau suami tidak mampu mendapatkan biaya untuk keluarga lalu istri 
mampu ndak apa-apa bergantian yang penting kita saling mengerti”.13  
 
                                                             
13Ida, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 20 Januari 2018. 
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Sementara itu, ada juga pendapat dari ibu Hasna terkait dengan faktor yang 
memotivasi istri dalam mencari nafkah: 
“Yang menjadi motivasi saya untuk bekerja adalah anak-anak saya, suami saya  
meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dan saya harus tetap bekerja demi 
kehidupan keluarga”.14 
 
Selain itu, pernyataan dari ibu Nariah terkait faktor yang memotivasi istri 
dalam bekerja: 
“Betul-betul karena masih bisa tetap bekerja dan sadar dengan generasi 
sekarang, saya lihat itu generasi sekarang masih butuh saya, saya prihatin 
dengan keadaan generasi pelanjut kita kedepan jadi saya merasa masih 
dipanggil untuk memperbaiki mereka”.15 
 
Jadi dapat dilihat bahwa istri yang bekerja di Kecamatan Enrekang memang 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang disebutkan oleh beberapa responden 
tersebut dan dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: 
1. Kondisi ekonomi. Dengan tidak adanya penghasilan dari suami membuat 
istri menjadi pencari nafkah utama, kondisi ekonomi ini umumnya yang 
memotivasi istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya 
tersebut karena suami yang tidak bekerja sementara banyak kebutuhan-
kebutuhan yang harus dipenuhi. 
2. Tanggung jawab. Beberapa responden mengatakan bahwa bekerja, dalam 
hal ini adalah mencari nafkah adalah juga merupakan tanggung jawab 
istri, bukan cuma tanggung jawab suami karena suami dan istri sama-sama 
                                                             
14Hasna, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 20 Januari 
2018. 
15Nariah, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 20 Januari 
2018. 
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memiliki tanggung jawab untuk keluarga. Jadi, apabila suami tidak 
memiliki pekerjaan tidak ada salahnya jika istri yang mencari nafkah. 
3. Single parent. Adapun faktor lain yaitu karena suami telah meninggal 
dunia dan kewajiban ibu adalah menafkahi anak-anaknya.  
Adapun beberapa faktor yang pada umumnya melatarbelakangi seorang istri 
yang mencari nafkah dalam keluarganya seperti: 
1. Dikarenakan seorang suami yang bekerja sebagai tenaga honorer dan tidak 
mempunyai pekerjaan sampingan, dari penghasilan suami tersebut belum 
mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, apalagi ditambah 
dengan biaya pendidikan anak-anak. 
2. Ada yang memang mengharuskan ibu rumah tangga menjadi tulang 
punggung dalam keluarga, itu dikarenakan suaminya yang telah meninggal 
dalam hal ini ibu rumah tangga yang telah berstatus sebagai seorang janda. 
Dia harus menjadi pencari nafkah tunggal dalam keluarganya demi 
kebutuhan anak-anaknya. 
3. Seorang suami yang bertani, namun hasil dari taninya tersebut dibagi 
dengan yang mempunyai lahan. Dari penghasilan suami tersebut belum 
cukup untuk memenuhi biaya anak-anak dalam hal ini biaya pendidikan. 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja menjadi tulang 
punggung keluarga menurut Huzaemah adalah sebagai berikut: 
1. Suami tidak memiliki pekerjaan tetap 
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Suami memang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Dalam hal ini, 
memang suami bekerja, akan tetapi penghasilannya belum memenuhi kebutuhan 
keluarga dan jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak bisa ditetapkan, sehingga 
menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga akibat minimnya 
penghasilan yang didapatkan. 
2. Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali 
Suami yang tidak memiliki pekerjaan atau disebut pengangguran 
menyebabkan semua kebutuhan tidak tepenuhi. Oleh karena itu, suami tidak memiliki 
penghasilan sama sekali, hal itu membuat keluarga berada dalam keadaan yang 
terbelit persoalan ekonomi. Sehingga membuat seorang istri tergerak dan terdorong 
untuk bekerja guna memperbaiki persoalan ekonomi yang mereka hadapi. 
3. Suami meninggal dunia 
Istri yang ditinggal mati oleh suaminya menyebabkan seorang istri memiliki 
peran ganda dalam keluarganya, selain menjadi ibu rumah tangga juga sekaligus 
menjadi kepala keluarga. Sehingga hal tersebut menjadikan ia untuk mencari nafkah 
sendiri apalagi jika ia memiliki anak kecil. Dengan ia bekerja, maka terpenuhilah 
kebutuhan keluarga meski tanpa kehadiran seorang ayah. 
Dalam bekerja akan ada yang menjadi dorongan atau motivasi bagi para istri, 
seperti yang diungkapkan oleh ibu Kismawati: 
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“Yang buat saya semangat dalam bekerja itu demi masa depan anak-anak dan 
juga cucu, dan kalau ada keluarga yang orang tuanya kurang mampu 
walaupun bagaimana kan namanya kita kan saling bantu membantu”.16  
 
Berbeda dengan motivasi dari ibu Nariah: 
“Yang menjadi motivasi saya itu adalah mengingat bagaimana karena tugasku 
adalah guru yang paling mendorong saya untuk masih mau aktif, sebenarnya 
saya itu sakit-sakitan tapi ndak mau berhenti. Seandainya saya ditawari untuk 
pensiun saya ndak mau pensiun”.17 
 
Adapun beberapa motivasi yang mendorong istri untuk bekerja antara lain:18 
1. Pendidikan. Pendidikan dapat melahirkan perempuan karir dalam lapangan 
kerja. 
2. Keadaan dan kebutuhan ekonomi. Keadaan keuangan yang tidak menentu 
atau pendapatan suami tidak memadai atau mencukupi kebutuhan, atau 
karena suami telah meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk 
kebutuhan anak-anak dan rumah tangganya yang harus ia tanggung 
sendirian, sementara pemenuhan kebutuhan semakin meningkat sehingga 
dengan sendirinya ia harus bekerja di luar rumah. 
3. Untuk alasan ekonomi. Walaupun suami tidak mampu memenuhi segala 
kebutuhan rumah tangga, maka perempuanlah yang menggantikannya. 
                                                             
16Kismawati, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 19 Januari 
2018. 
17Nariah, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 20 Januari 
2018. 
18Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer (Jakarta: Penerbit Ghalia 
Indonesia, 2010) h. 65. 
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4. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Alasan seperti ini sangat 
wajar ketika istri mencari kekayaan karena melihat kebutuhan pokok 
keluarga yang semakin mahal dan juga biaya pendidikan yang mahal. 
5. Untuk mengisi waktu yang lowong. Diantara istri ada yang merasa bosan 
tinggal diam di rumahnya karena tidak mempunyai kesibukan dengan 
urusan rumah tangganya. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan rasa bosan 
tersebut, ia ingin mencari kegiatan di bidang usaha, dan sebagainya. 
6. Untuk mencari ketenangan dan hiburan. Seorang istri mungkin mempunyai 
kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang susah diatasi, oleh 
sebab itu ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri di luar rumah. 
7. Untuk mengambangkan bakat. Bakat dapat melahirkan perempuan karir. 
Seorang istri yang bekerja di luar rumah seperti istri yang berprofesi 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagian dari mereka mempunyai 
alasan bahwa bekerja itu untuk mengembangkan suatu bakat.  
Terjunnya istri dalam dunia kerja, banyak membawa pengaruh terhadap segala 
aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga maupun kehidupan 
masyarakat sekitarnya. Hal demikian dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. 
Dampak positif dengan adanya istri bekerja, antara lain sebagai berikut:19 
1. Dengan bekerja, istri dapat membantu meringankan beban keluarga yang 
tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi 
                                                             
19Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer (Jakarta: Penerbit Ghalia 
Indonesia, 2010) h. 63-64. 
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kebutuhan, tetapi dengan adanya istri ikut berkiprah dalam mencari nafkah, 
maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi. 
2.  Dengan bekerja, istri dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada 
keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan 
yang diikutinyasehingga jika ia sukses dan berhasil dalam kerjanya, putra-
putrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai 
panutan dan suri tauladan bagi masa depannya. Hal ini sesuai dengan 
pengakuan dan pernyataan dari salah seorang anak remaja dari ibu yang 
bekerja ketika penulis mewawancarainya, bahkan menurutnya banyak hal 
positif yang mereka temui bila ibunya bekerja, bahkan mereka gembira dan 
bangga jika ibunya sukses dalam kerjanya. 
3. Dalam memajukan serta mensejahterakan masyarakat dan bangsa 
diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum perempuan karena dengan 
segala potensinya, perempuan mampu, dalam hal ini, bahkan ada di antara 
pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki, dapat dilaksanakan 
oleh perempuan, baik karena keahliannya maupun karena bakatnya. 
4. Dengan bekerja, istri dalam mendidik anak-anaknya lebih bijaksana, 
demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan pekerjaannya itu, ia bisa dan 
belajar memiliki pola pikir yang moderat. Jika ada problem dalam rumah 
tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara 
tepat dan benar. 
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5. Dengan bekerja, perempuan yang menghadapi kemelut dalam rumah 
tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya 
akan menjadi sehat, sebagaimana disebutkan oleh Zakiyah Daradjat dalam 
bukunya Islam dan Peran Perempuan yaitu untuk kepentingan kesehatan 
jiwanya, perempuan itu harus gesit bekerja. Jika seorang tidak bekerja atau 
diam saja, maka ia akan melamun, berkhayal memikirkan hal-hal yang 
dalam kenyataan tidak dialami atau tidak dirasakannya. Apabila orang 
terbiasa dengan berkhayal, maka khayalan itu akan lebih mengasyikkannya 
daripada bekerja dan berpikir secara objektif. Orang-orang yang suka 
mnghabiskan waktunya untuk berkhayal itu akan mudah diserang oleh 
gangguan dan penyakit.  
Demikian antara lain dampak positif dari istri yang bekerja di luar rumah, 
akan tetapi jika dipandang dari dimensi lain, sangat memprihatinkan karena 
membawa dampak negatif, baik secara sosiologis maupun agamis. Akses yang timbul 
bukan saja di kalangan istri, tetapi juga dikalangan suami dan anak-anak sebagai 
anggota keluarganya, terutama bagi istri yang mementingkan pekerjaannya daripada 
rumah tangganya sehingga tugas utama sebagai ibu rumah tangga sering terlupakan. 
Dampak negatif yang timbul dengan adanya istri bekerja, sebagai berikut:20 
1. Terhadap anak-anak.  
Perempuan yang hanya mengutamakan pekerjaannya akan berpengaruh pada 
pembinaan dan pendidikan anak-anak, maka tidak aneh jika banyak terjadi hal-hal 
                                                             
20Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, h. 64-65. 
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yang tidak diharapkan, seperti perkelahian antar remaja dan antar sekolah, 
penyalahgunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pencurian, pemerkosaan dan 
sebagainya. Apabila hal seperti ini tidak diatasi dengan segera, maka akan merugikan 
anak-anak dan juga masyarakat. Hal ini harus diakui, sekalipun tidak bersifat 
menyeluruh bagi setiap individu atau istri yang bekerja di luar rumah. Akibat dari 
kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya bisa menyebabkan keretakan 
sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sopan santun mereka 
terhadap orang tuanya akan memudar, bahkan sama sekali tidak mau mendengar 
nasihat orang tuanya. Pada umumnya, hal ini disebabkan karena si anak merasa tidak 
ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya sehingga jiwanya berontak. Sebagai 
pelepas kegersangan hatinya, akhirnya mereka berbuat dan tidak bertindak 
seenaknya, tanpa memperhatikan norma-norma yang ada di lingkungan 
masyarakatnya. 
 
2. Terhadap suami. 
Di balik kebanggan suami yang mempunyai istri bekerja yang maju, aktif dan 
kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat, tidak mustahil menemui persoalan-
persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari tempat 
kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat 
melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang hak-haknya sebagai 
suami. Waktu yang disisihkan istrinya kepadanya tidak tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya, akibatnya sang suami mencari kepuasan di luar rumah tangganya, 
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misalnya seorang suami menemukan problem di tempat kerjanya, ia berharap 
masalah ini bisa diselesaikan dengan istrinya, tetapi tidak terselesaikan karena istri 
pun mengalami masalah di tempat kerjanya. Untuk mengatasi masalahnya, sang 
suami mencari penyelesaian dan kepuasan di luar rumah. 
3. Terhadap rumah tangga. 
Terkadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah 
tangga atau istri yang aktif bekerja di luar rumah, yang waktunya banyak tersita oleh 
pekerjaannya di luar rumah sehingga ia tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya 
sebagai istri dan juga ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, 
bahkan perceraian jika tidak ada pengertian dari suami. 
4. Terhadap masyarakat. 
Istri yang bekerja yang kurang memperdulikan segi-segi normatif dalam 
pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan 
sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat. 
5. Perempuan lajang yang mementingkan pekerjaannya kadang-kadang bisa 
menimbulkan budaya yang nyaris meninggalkan kodratnya sebagai kaum perempuan 
yang pada akhirnya mencuat budaya lesbi dan kumpul kebo.     
Terkait dengan adanya dampak yang ditimbulkan ketika sang istri bekerja di 
luar rumah menurut istri yang ada di Kecamatan Enrekang itu ada banyak dampak 
positif, akan tetapi juga ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan baik itu 
terhadap suami maupun terhadap anak-anaknya. Adapun pendapat ibu Hasna terkait 
dengan dampak ketika bekerja di luar khususnya menjadi guru PNS: 
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“Anak-anak saya masih kecil-kecil jadi kadang muncul dalam pikiran mau ma 
berhenti ini kasian, anaknya orang pergi ku didik sementara anakku tinggal di 
rumah berantakan”.21 
 
Sementara pendapat dari ibu Kamariah yakni: 
 
“Saya berkerja sampai jam 12.15. Kalau mengeluh biasaji, kalau macam ada 
pelatihanku tak tiga hari, pulang saja biasa kontrolki dan mereka bilang 
kenapa na tak sebentar sekali jiki pulang ibu na ta pergi lagi, ku bilang ndak 
selamanya ji begitu nak karena kan ada pertemuan lagi, biasaji mengeluh 
anak-anak”.22 
 
Dengan keadaan seperti itu dapat dilihat bahwa dengan bekerjanya istri di luar 
rumah itu ada dampak terhadap anak-anaknya, yaitu merasa kurang perhatian dari 
seorang ibu. 
Terkait dengan dampak terhadap suami dengan bekerjanya istri, ada ungkapan 
dari suami ibu Nariah, yakni pak Sugianto:  
“Sebenarnya itu kalau hal seperti itu tergantung sama orangnya, kalau kita 
saling pengertian ndak ada keluhan, kalau saya misalnya ingin tapi istri capek 
dan tidak mampu melayani kan kita harus ada saling keterbukaan dan kalau 
saya mengerti jelas ndak ada masalah, kecuali kalau tidak ada saling 
keterbukaan, tidak ada saling pengertian saya rasa berantakan tapi 
alhamdulillah untuk dalam keluargaku ndak ada masalah”.23 
 
Adapun ungkapan dari suami ibu Syamsidar, yakni pak Arman: 
“Saya tidak mempermasalahkan itu, kita mengerti karena beginilah prosesnya, 
ini kan jam 3 pi baru dia pulang jadi saya mengerti, kalau umpamanya dia 
terlihat capek saya harus mengerti”.24 
 
                                                             
21Hasna, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 20 Januari 
2018. 
22Kamariah, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 10 April 
2018. 
23Sugianto, Kepala Keluarga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 11 April 2018. 
24Arman, Kepala Keluarga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 11 April 2018. 
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Jadi menurut hasil wawancara terhadap suami tidak ada yang mengatakan 
bahwa dengan bekerjanya istri, mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal 
ini adalah nafkah batin. Dalam rumah tangga itu dibutuhkan saling keterbukaan satu 
sama lain agar dapat menghindari permasalahan-permasalahan yang akan terjadi 
nantinya. 
D. Pandangan Hukum Islam (MaṢlaḥah Mursalah) Tentang Istri Mencari 
Nafkah 
Dalam Islam, kedudukan perempuan dalam pembinaan rumah tangga 
menempati posisi yang signifikan. Oleh karena itu, ada ayat al-Qur’an dan hadis 
Rasulullah saw. yang mengajarkan apa dan bagaimana tugas dan tanggung jawab 
kaum perempuan dalam pembinaan rumah tangga. Kesuksesan kaum perempuan 
dalam melaksanakan perannya dalam kehidupan rumah tangga akan memudahkan 
terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Namun, menurut kenyataan sekarang ini, 
peran yang disebutkan tersebut belum semuanya terwujud dengan baik, utamaya 
dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Peran kaum perempuan dalam hal ini 
belum semuanya mengikuti pola yang digariskan oleh syari’at Islam dan pola yang 
disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, perlu dijelaskan bagaimana 
peran kaum perempuan dalam pembinaan rumah tangga, khususnya dalam 
pengelolaan ekonomi rumah tangga, karena sekarang ini sering terjadi kasus 
percekcokan antara suami istri terkait dengan penentuan siapa yang berhak mengelola 
ekonomi keluarga, bahkan tak jarang sampai melibatkan anggota keluarga dari kedua 
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belah pihak, padahal hal tersebut tak perlu terjadi jika masing-masing pihak 
memahami konsepsi Islam dalam hal ini.25 
Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang 
fitrah bagi kenormalan perilaku. Lebih dari itu, Islam menganggap perkawinan 
sebagai penyempurnaan agama dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup 
yang normal. Islam memotivasi bahkan memerintahkan umatnya untuk segera 
menikah jika telah mampu untuk melakukannya. Dengan melaksanakan perkawinan 
berarti ia telah mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya, untuk istiqamah 
dan untuk beribadah kepada Allah swt.26 
Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk 
mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. 
Bahkan al-Qur’an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja 
dengan kebaikan. Allah swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika 
ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiannya). Artinya laki-laki dan perempuan 
diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu 
dengan yang lain. Kedua-duanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa 
kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah swt. juga telah membebankan hukum yang 
sama terhadap laki-laki dan perempian apabila hukumitu ditujukan untuk manusia 
secara umum. Misalnya, pembebanan terhadap kewajiban shalat, berpuasa, zakat, 
                                                             
25Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan, h. 38. 
26Rizal Darwis, Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan (Gorontalo, Sultan Amai Press, 
2015), h. 114. 
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haji, menuntut ilmu dan juga mengemban dakwah. Semua ini dibebankan kepada 
laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut 
dibebankan terhadap manusia seluruhnya, semata-mata karena dengan sifat 
kemanusiaannya yang ada pada dirinya masing-masing tanpa melihat apakah 
seseorang itu laki-laki maupun perempuan.27 
Akan tetapi jika suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu 
(laki-laki saja atau perempuan saja), maka akan terjadi suatu pembebanan hukum 
yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kewajiban dalam hal mencari 
nafkah keluarga atau bekerja hanya dibebankan kepada laki-laki, karena hal ini 
berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala keluarga. Islam telah menetapkan bahwa 
kepala keluarga adalah tugas pokok dan juga tanggung jawab laki-laki. 
Dengan demikian, perempuan tidak terbebani tugas atau tidak diwajibkan 
mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Perempuan 
justru berhak mendapatkan nafkah dari sang suami jika perempuan tersebut telah 
menikah atau dari walinya jika perempuan tersebut belum menikah. Akan tetapi, 
bukan dengan jalan mewajibkan perempuan bekerja. Dengan seiring berjalannya 
zaman, ada pertanyaan yang timbul yaitu bolehkah perempuan bekerja ?. Sekalipun 
perempuan telah dijamin nafkahnya melalui pihak suami ataupun wali jika 
perempuan itu belum menikah, itu bukan berarti Islam tidak membolehkan 
perempuan bekerja untuk mendapatkan harta/penghasilan. Islam membolehkan 
perempuan untuk mencari dan memiliki harta sendiri. Sebagaimana firman Allah swt. 
                                                             
27Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan, h. 40. 
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yang membolehkan perempuan dalam berusaha mengembangkan hartanya agar 
semakin bertambah dalam QS An-Nahal/16:97 
Terjemahnya: 
Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam 
keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kerjakan.28 
 
Telah dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan dalam 
Islam mendapat pahala yang sama dan amal kebaikan harus disertai iman. Beberapa 
sahabat perempuan pada masa Rasulullah saw. juga bekerja, termasuk istri dari 
Rasulullah saw. sendiri yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha, baik 
itu untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun agama. Dengan demikian, Islam 
sebenarnya mendukung perempuan ataupun yang sudah menjadi istri itu bekerja 
dengan tujuan-tujuan yang positif. Meskipun ada ketentuan-ketentuan yang 
menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki atau suami, 
sebagaimana firman Allah swt. yang telah dijelaskan dalam QS al-Nisā/4:34 
                                                             
28Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Jakarta: Halim, 2013), h. 
278. 
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Terjemahnya: 
Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), 
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka 
perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan 
menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). 
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyÛz, hendaklah kamu 
beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah 
ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, 
maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, 
Allah Mahatinggi, Mahabesar.29 
 
 Selain itu juga telah dijelaskan dalam al-Qur’an gambaran tentang tujuan dari 
kehidupan berumah tangga sebagaimana dalam QS al-RÛm/30:21 
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 
                                                             
29Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 84. 
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Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang berpikir.30   
 
Sebagaimana diketahui bahwa Allah swt. menjadikan tugas pokok ibu adalah 
sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi itu tidak menutup kemungkinan jika ibu atai 
istri ingin bekerja di luar rumah dengan izin suami, namun Allah juga telah 
menetapkan seperangkat syariat agar tugas pokok ini terlaksana dengan baik. Sebab 
terlaksananya tugas ini akan menjamin lestarinya generasi masa depan dan juga 
terwujudnya ketenangan hidup individu dalam keluarga rumah tangga tersebut. 
sebaliknya, jika tugas pokok bagi kaum perempuan/istri ini tidak terlaksana dengan 
baik, tentu akan mengakibatkan anak-anaknya sebagai generasi masa depan menjadi 
tidak tenteram dan akan muncul kekacauan dalam rumah tangga. 
Adapun ungkapan dari ibu Misriani Akhmad sebagai berikut: 
“Suami saya tidak bekerja tidak ada masalah, kita harus sabar walaupun garis 
tangan suami tidak ada kerjanya, yang penting kita harus saling harga 
menghargai, kita saling berusaha semaksimal mungkin supaya kita juga 
seperti orang lain yang baik dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa”.31 
 
Dengan adanya syariat terhadap perempuan, yang dapat menjamin 
terlaksananya tugas pokok perempuan tersebut adalah berupa rincian hak dan 
kewajibannya yang harus mereka jalankan, seperti memelihara kehidupan janin yang 
dikandungnya apabila dia hamil, haram menggugurkan janin tersebut kecuali dengan 
alasan syar’i, ketika bayinya telah lahir dia mengasuhnya, menyusuinya dan 
merawatnya sampai mampu mandiri dan mengurus dirinya. Adapun persoalan 
                                                             
30Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, h. 406. 
31Misriani Akhmad, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 20 
Januari 2018. 
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membesarkan atau merawat anak hingga dewasa itu adalah merupakan tanggung 
jawab keduanya yaitu suami dan istri, bukan hanya tanggung jawab istri karena dalam 
membesarkan anak itu sangat dubutuhkan peran ayah atau suami. Adapula yang 
berupa keringanan bagi perempuan untuk melaksanakan kewajiban lain adalah seperti 
tidak diperbolehkannya melaksanakan shalat selama waktu haid dan nifas, boleh 
berbuka puasa pada bulan Ramadhan ketika haid, hamil, nifas dan juga menyusui. 
Kemudian ada pula yang berupa penerimaan hak dari pihak lain, seperti hak untuk 
menerima nafkah dari suami apabila telah menikah dan dari orang tua atau wali 
apabila belum menikah. Semua ini bisa terlaksana apabila terjadi kerjasama antara 
laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupannya, baik dalam kehidupan 
keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian tidak perlu dipertentangkan antara 
reproduksi perempuan dengan produktivitasnya ketika ia bekerja, karena semua ini 
tergantung pada prioritas peran yang dijalaninya. Adanya pertentangan ini disebabkan 
karena tidak adanya penetapan prioritas tersebut. 
Pemenuhan kebutuhan manusia merupakan suatu keharusan yang tidak 
mungkin dipisahkan dari dirinya. Namun manusia tidak boleh dibiarkan begitu saja 
menentukan sendiri bagaimana cara memperoleh kekayaan tersebut, sebab bisa jadi 
manusia berbuat sesuai kehendak hatinya tanpa memperdulikan hak orang lain. Bila 
ini yang terjadi, bisa menyebabkan gejolak dan kekacauan di tengah-tengah 
masyarakat. Bahkan bisa mengakibatkan kerusakan. Padahal semua manusia 
memiliki hak untuk menikmati seluruh kekayaan yang telah diciptakan oleh Allah 
swt. di muka bumi ini. 
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Allah swt. telah menciptakan beberapa cara yang boleh bagi manusia untuk 
memperoleh atau memiliki harta. Antara lain dengan bekerja, hal ini berlaku pada 
laki-laki dan juga perempuan, karena wanita tidak dilarang untuk mencari harta. 
Tatkala bekerja itu memiliki wujud yang luas, berbagai macam, bentuknya beragam 
dan hasilnya yang berbeda-beda, maka Allah swt. pun telah menetapkan jenis-jenis 
dari pekerjaan yang layak untuk dijadikan sebab kepemilikan harta. Salah satunya 
adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Apabila ditelaah secara mendalam, hukum-hukum yang berkaitan dengan 
PNS, bersifat umum, berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Maksudnya 
perempuan pun boleh melakukan suatu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki. 
Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang isti 
untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu 
dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi 
anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada 
konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani atau tidak 
dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri 
maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. 
Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih 
bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat 
menjaga diri dan kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkahnya dari 
suami maka seharusnya perempuan atau istri harus mendahulukan yang wajib dan 
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mengabaikan yang mubah, karena yang wajib itu lebih berat konsekuansinya atau 
pertanggung jawabannya kepada Allah swt.32 
Menurut Jamilah yang kesehariannya menjadi pencari nafkah dan juga 
seorang ibu rumah tangga, seorang istri diperbolehkan mencari nafkah bagi 
keluarganya, karena hukum asalnya pun mubah. Akan tetapi jika seorang istri ingin 
bekerja harus mendapat izin dari suami untuk bekerja. Hal seperti itu bertujuan 
keharmonisasian dalam keluarga tidak hilang karena faktor pekerjaan dan senantiasa 
terkoordinir setiap urusan rumah tangga. Selain itu, ibu Jamilah berpendapat bahwa 
wanita harus mendapat izin dari walinya, baik itu ayah ataupun suaminya, keluar 
bersama mahramnya, tidak bercampur baur dengan laki-laki, atau melakukan khalwat 
dengan laki-laki yang bukan mahramnya.33 
Islam menetapkan masing-masing dari suami dan istri memiliki tanggung 
jawab agar keduanya dapat menjalankan perannya tersebut sehingga sempurnalah 
bangunan masyarakat baik itu di dalam maupun di luar rumah. Suami diberi tanggung 
jawab untuk mencari nafkah namun itu bukan berarti istri tidak diperbolahkan untuk 
ikut bekerja atau mencari nafkah, sedangkan istri diberi tanggung jawab dalam hal 
memelihara kandungan sampai dengan menyusui anak, terkait dengan mendidik anak, 
memberikan kasih sayang dan mengasuh mereka serta tugas-tugas yang lain yang 
sesuai baginya, seperti mengajar anak-anak perempuannya, mengurusi sekolah 
                                                             
32Syaikh Mutawalli as-Sya’rawi.,  Fiqih Perempuan Muslimah (Jakarta : Amzah, 2005)  h. 137. 
33Jamilah, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Enrekang, Wawancara, Enrekang, 22 Januari 
2018. 
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mereka, merawatnya, mengobati mereka dan juga pekerjaan lain itu merupakan 
pekerjaan atau tanggung jawab bersama untuk suami dan istri. Apabila istri sampai 
meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga dalam hal ini adalah melayani suami, 
berarti dia telah menyia-nyiakan rumah beserta dengan anggota keluarganya. Hal 
demikianlah yang berdampak buruk dan dapat membuat keluarga terpecah belah. 
Dalam ajaran Islam, istri tidak diperintahkan atau diwajibkan untuk bekerja, 
karena nafkahnya dicukupi oleh suami, demikian juga dengan kebutuhan anak-
anaknya dan semua kebutuhan rumah tangganya. Namun jika suami tidak sanggup 
atau tidak mamupu dalam hal pemberian nafkah maka diwajibkanlah sang istri 
mencari nafkah untuk keluarganya. Kewajiban istri hanya taat dan takut kepada Allah 
swt. istri harus menjaga diri, keluarga dan juga harta suaminya ketika dia pergi. 
Dengan hal seperti ini dapat dibuktikan bahwa Islam itu mudah, akan tetapi tidak 
untuk dipermudah dan tidak ada peraturan yang menyulitkan bagi pemeluknya, 
karena Islam telah mengatur segalanya. 
Menurut peneliti Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-
kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan suami dan karena pemenuhan 
kebutuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi ada kalanya sang istri pun diwajibkan 
mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini karena 
disebebkan oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidakmampuan suami 
dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena dalam perjalanan suatu keluarga 
adakalanya suami berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, 
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maka istrilah yang kemudian berperan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai 
dengan kemampuannya. 
Di dalam ayat al-Qur’an tidak ada penjelasan yang melarang istri untuk 
bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istri memiliki 
peluang dan kesempatan yang sama dengan suami, yaitu mendapatkan hak untuk 
bekerja, namun sebagai istri tidak boleh melalaikan tugas dan tanggung jawabnya 
yang kemudian dapat menyambungkan cinta, kasih sayang antara suami dan anak 
dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Meskipun istri diperbolehkan 
untuk bekerja, istri tidak boleh sampai melalaikan tanggung jawabnya dalam dalam 
hal ini adalah melayani suami. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Peran seorang istri yang ada di Kecamatan Enrekang pada dasarnya sebagai 
ibu rumah tangga. Sebagai istri terhadap suaminya dan sebagai ibu terhadap 
anak-anaknya. Istri yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga, itu ada 
yang betul-betul mengambil posisi tanggung jawab suami akan tetapi ada 
juga yang posisinya meringankan beban suami dikarenakan penghasilan 
suami yang tidak cukup membiayai anggota keluarganya, juga karena 
keluarga bukan hanya tanggung jawab suami, melainkan tanggung jawab 
bersama. 
2.  Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sehingga sang istri mencari 
nafkah keluarga di Kecamatan Enrekang, pertama karena faktor ekonomi, 
yang dimana suami betul-betul tidak bekerja sehingga istrilah yang 
kemudian menjadi tulang punggung dalam keluarganya, ada juga yang 
karena suaminya telah meninggal dunia jadi istri yang menjadi satu-satunya 
yang mencari nafkah, namun ada juga yang penghasilan dari suami belum 
cukup untuk biaya kehidupan keluarganya sehingga melibatkan istri dalam 
mencari nafkah. Kedua karena tanggung jawab, istri yang bekerja, dalam hal 
ini adalah mencari nafkah juga merupakan tanggung jawab istri, bukan cuma 
tanggung jawab suami karena suami dan istri sama-sama memiliki tanggung 
122 
 
jawab untuk keluarga. Jadi, apabila suami tidak memiliki pekerjaan tidak ada 
salahnya jika istri yang mencari nafkah. Akan tetapi, Kondisi keluarga di 
Kecamatan Enrekang pada umumnya disebabkan karena faktor ekonomi 
yang menyebabkan sang istri sangat berperan aktif dalam mencari nafkah 
terhadap keluarganya, terkhusus bagi para ibu rumah tangga yang telah 
ditinggal mati oleh sang suami. 
3. Dalam kehidupan keluarga di Kecamatan Enrekang, hukum Islam tidak 
melarang jika jalan yang ditempuh sang istri dalam hal mencari nafkah itu 
tidak keluar dari syariat Islam. Hukum Islam malah membolehkan jika sang 
istri dapat mencari nafkah untuk keluarganya namun harus dengan izin 
suami, apalagi jika suami sudah tidak sanggup lagi mencari nafkah untuk 
keluarganya dikarenakan dengan alasan tertentu, akan tetapi sang istri tidak 
boleh lalai dari tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga yang dimana 
harus melayani suaminya. 
B. Implikasi Penelitian 
Adapun yang menjadi implikasi dari penelitian ini adalah: 
1. Dalam kehidupan berkeluarga, yang dimana istri sebagai ibu rumah tangga 
sangat menginginkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangganya baik itu 
dalam keadaan suka maupun duka. 
2. Dengan adanya penelitian ini, sangat diharapkan agar mempunyai dampak 
positif bagi kehidupan keluarga sehingga bisa menjadi lebih baik khususnya 
123 
 
dalam hal pemenuhan nafkah keluarga agar senantiasa terbinanya keluarga 
yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah. 
3. Terkait dengan bagaimana hukum Islam memandang kehidupan keluarga, 
dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan dalam keluarga itu sangat dibutuhkan 
peran sang suami sebagai kepala keluarga dan sang istri sebagai kepala 
rumah tangga.  
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Daftar pertanyaan wawancara penelitian tesis “Tinjauan Hukum Islam (MaṢlaḥah 
Mursalah) Terhadap Istri PNS Pencari Nafkah Utama di Kecamatan Enrekang 
Kabupaten Enrekang” 
 
Objek Penelitian        : Istri yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana peran istri dalam keluarga di Kecamatan Enrekang ? 
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi istri dalam mencari nafkah dan 
bagaimana dampaknya ? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang istri mencari nafkah ? 
 
Adapun beberapa daftar pertanyaan sebagai berikut: 
1. Mengapa Seorang istri di Kecamatan Enrekang mencari nafkah dalam kehidupan 
keluarganya? 
2. Apa yang menjadi motivasi ibu sehingga harus berperan serta dalam mencari 
nafkah? 
3. Apa ibu sebagai seorang istri tidak merasa terbebani ketika mencari nafkah dalam 
keluarga? 
4. Jika ibu mencari nafkah, bagaimana dampak terhadap anak-anaknya? 
5. Ketika ibu bekerja di luar rumah, bagaimana dengan tanggung jawab ibu yang 
juga sebagai seorang istri? 
6. Dalam Hukum Islam dan UU Perkawinan telah di jelaskan bahwa seorang suami 
wajib menafkahi istrinya, menurut ibu bagaimana akan hal tersebut? 
7. Jika melihat kehidupan berkeluarga di Kecamatan Enrekang ini, apakah memang 
sudah menjadi kebiasaan masyarakat terkait seorang istri mencari nafkah dalam 
keluarganya? 
